RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018-2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

JALAN RASAKUNDA - PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755
Website: http//www. bkpsdmd pangkalpinngkota go.id Email : infoabkpsdmd pangkalpinangkota ga id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karunia rahmat,
ridho dan anugerahNya, akhimya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota pangkalpinang Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Dilakukannya  penyusunan  Perubahan  Rencana  Strategis  (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota pangkalpinang Tahun 2018-2023 menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Pangkalpinang
No.50/SE/Bappeda dan Litbang/XI/2019 tentang Penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Penyusunan Perubahan Renstra
BKPSDMD dikarenakan adanya penyesuaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah serta
Tujuan dan Sasaran Program/ Kegiatan menyesuaikan dengan Tujuan dan Sasaran yang
ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2023.

Melalui Dokumen Perubahan Renstra BKPSDMD ditetapkan tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebjakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
Tahun 2018-2023. Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dalam
pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun dan nantinya akan
menjadi tolak ukur kinerja bagi keberhasilan BKPSDMD pada periode tersebut.

Dengan tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2018 -2023 semoga tujuan, sasaran, dan target kineria Tahun 2018-2023
dapat dicapai.

Pangkalpinang, 2021

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pembina Tingkat |, IV/b
NIP. 19641027 198503 1 004
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BABI
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut aspirasi dan prakarsa sendiri sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Saat ini masyarakat menuntut adanya pelayanan
prima atas kinerja Pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya.

Peningkatan pelayanan prima tidak terlepas dari pembangunan Aparatur Negara
itu sendiri sebagai pelaksana. Pembangunan Aparatur Negara sangat penting dan
menentukan dikarenakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan banyak bergantung
pada seberapa besar kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur Negara.
Pembangunan Aparatur Negara mencakup aspek luas, dimulai dari peningkatan fungsi
utama, kelembagaan yang efektif dan efesien dengan tata laksana yang jelas dan
transparan, serta Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional dan akuntabel.
Sedangkan pendayagunaan aparatur merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan
dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap,
komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara
dalama rangka menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian.

Upaya pembangunan kepegawaian dilaksanakan antara lain dengan
penyempurnaan manajemen bidang kepegawaian, penyusunan pedoman
pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi
kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

B T ]
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Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Pangkalpinang, telah
dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun
2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan
untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Kota Pangkalpinang sebab
memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Perubahan mendasar yang mempengaruhi
substansi RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, adalah adanya perubahan
kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-
undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan
keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang
berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur APBD baik pada
komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi
perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat
dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan
nasional.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya hal lain yang mendasari perubahan RPJMD adalah terjadinya
kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana

Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public

Health Emergency of International Concem (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020,

e e e e e
RENSTRA PERUBAHAN BKPSDMD 20i8-2023 -2-



WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan
sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO
sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai
pandemi. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor
termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Maka Organisasi
Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada
RPJMD. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk
tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
wajib untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Dalam
penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai
keterkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kompetensi
ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini sangat
selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

yaitu terwujudnya ASN yang kompeten.

D
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Begitu juga dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran
sangat strategis didalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam
sasaran strategis BKN 2020-2024 yaitu meningkatnya tingkat profesionalisme pegawai
ASN. Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengusung hal yang sama yaitu mewujudkan ASN yang kompeten yang
bermuara pada peningkatan disiplin dan profesionalisme ASN.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang menyusun Perubahan Rencana
Strategis dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang berpedoman juga
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang.
Keselarasan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilin terkait dalam misi yaitu
“Menang Sumber Daya” yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kualitas
disiplin dan profesionalisme ASN.

Selanjutnya Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam
dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang disusun setiap tahun selama
kurun waktu 2018-2023.
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Selain itu Perubahan Renstra BKPSDMD menjadi acuan dalam pengendalian
dan evaluasi pembangunan pada BKPSDMD, baik evaluasi Perubahan Renstra
maupun evaluasi Renja. Diagram Alur Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra

Renstra K/L | Perumusan Tujuan
Dan Renstra
ik *
Perumusan Sasaran
Pansleshen Perumusan Isu Perumusan Strateg
RTRW a0 1
|
berdasarkan ‘
Tugas dan Fungsi Perumusan Arah Kebjakan
Penelaahan
KLHS 3 "| Renstra
I Perumusan rencana program dan
Analisis kegiatan, kelompok sasaran dan
Penelaahan Gambaran pendanaan indikatif \/‘
Data ‘h" Pelayanan =
v
Perumusan Indikator kinerja
Penyelenggaraan Urusan

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(Rensfra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang 2013-2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851),




10.

1.

12

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815),
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-
19),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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22.

23.

24,

25.

2.

28.

30.

31.

32

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2017-2022:

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang 2018-
2023 (Lembaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang
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Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur
Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana
kinerja, kegiatan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Sedangkan fujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan urusan kepegawaian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Walikota
Pangkalpinang.

2) Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan didalam mengambil
kebijakan terkait dengan manajemen kepegawaian tahun 2018-2023 berdasarkan
pertimbangan yang logis terhadap berbagai isu strategis, permasalahan yang telah
terjadi di masa lalu dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi di masa
mendatang sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.
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14.  Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai
berikut :

Babl  Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika
penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Babll Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, sumber daya,
kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang.

Bab Il  Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan BKPSDMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDMD

BabV  Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah
BKPSDMD

BabVl Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Dinas BKPSDMD tahun 2018-2023.

Bab VIl Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja BKPSDMD mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab Vil Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra
BKPSDMD
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang kepegawaian
merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan
manajemen kepegawaian di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas
pokok “Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi
dan tugas pembantuan”, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah;

2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang
bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya
kepada bawahan;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah;

6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah;

7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana,
sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

8. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

e A e e i e s e e e
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai
struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
Sekretaris, membawahi 2 sub bagian yaitu :
a. Sub.bagian umum dan kepegawaian
b. Sub.bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data, membawahi 3 seksi yaitu :
a. Seksi pengadaan dan pengangkatan
b. Seksi mutasi dan pemberhentian
c. Seksi perencanaan data dan informasi
4. Bidang Diklat dan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi 3
Seksi, yaitu:
a. Seksi pendidikan dan pelatihan
b. Seksi pengembangan dan sertifikasi
c. Seksi profesi ASN dan kesejahteraan pegawai

o e e e e e e e e
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Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

Gambar 1.1
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Tupoksi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai fungsi:

a.

perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah,;

penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota
Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang
bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan
mendistribusikannya kepada bawahan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah,;

pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan
Pengembangan SDM di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana
dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
membawahi :
1. Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit
organisasidi lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,
hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah;

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris
membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan
naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan
kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan
pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti,
disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan
daerah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Daerah; penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik;
pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi
atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan
dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Daerah Kota
Pangkapinang.
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a.

E 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan
Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai fungsi:

penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra,
Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran,
RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah;

b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

(Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah;

penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP,
LPPD LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

. pelaksanaan analisis keuangan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Daerah;

perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;

. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan

. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi,

Pelaporan dan Keuangan.

e e e e e e e
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2. Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

(1) Bidang Dikiat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai
tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan
Pegawai kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai
fungsi:

a.

penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat, Pengembangan
dan Kesejahteraan Pegawai,

penyusunan petunjuk teknis lingkup Diklat, Pengembangan dan
Kesejahteraan Pegawai;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Diklat,
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup
Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Diklat,
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan

pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Kepala Bidang Diklat,
Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

1. Seksi Pendidikan dan Latihan;
2. Seksi Pengembangan dan Sertifikasi; dan
3. Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.
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1

Seksi Pendidikan dan Latihan

(1) Seksi Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

(2) Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pendidikan dan Latihan.

(3) Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pendidikan dan Latihan

b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat;

. penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum,
silabi, modul dan metode pembelajaran diklat;

d. penyusunan rencana jadwal diklat, calon peserta diklat dan
widyaiswara; dan

e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan dan Latihan.

Seksi Pengembangan dan Sertifikasi

(1) Seksi Pengembangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.

(2) Kepala Seksi Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pendidikan dan Latihan.

(3) Kepala Seksi Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengembangan dan
Sertifikasi;

b. pendataan penyusunan riwayat pegawai/track record pegawai;

. penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai
dan profesionalime pegawai;

d. penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai,

e. pelaksanaan keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka
pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai; dan

e e e e e
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f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan dan Sertifikasi.

3. Seksi Pengembangan dan Sertifikasi

(1) Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan
Pegawai.

(2) Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

(3) Kepala Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Profesi ASN dan
Kesejahteraan Pegawai
b. pendataan, peningkatan, pengusulan dan  pengembangan
kesejahteraan pegawai;
¢. pemberian tanda jasa;
d. pembekalan, pembinaan dan pengembangan fisk serta mental
pegawai; dan
e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Profesi ASN dan
Kesejahteraan Pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
(1) Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data yang bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai fungsi:

e e e e e e et
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a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi
dan Data;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Perbendaharaan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup
Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data; dan

f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan,
Pengadaan, Mutasi dan Data membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Pengadaan dan Pengangkatan;

b. Seksi Mutasi dan Pemberhentian; dan

c. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi.

1. Seksi Pengadaan dan Pengangkatan
(1) Seksi Pengadaan dan Pengangkatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Pengadaan dan Pengangkatan yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.

(2) Kepala Seksi Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.

(3) Kepala Seksi Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengadaan dan
Pengangkatan
b. pelaksanaan pengadaan ASN tingkat kota;
c. pengusulan pengadaan NIP,
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d. penyusunan bahan penetapan kebijakan pengangkatan CASND tingkat
kota;

e. pelaksanaan pengangkatan CASND tingkat kota;

f. penyusunan bahan penetapan CASND menjadi ASND tingkat kota;

g. penetapan kenaikan pangkat ASND kota menjadi golongan ruang /b
sampai dengan lil/d;

h. pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;

i. penyusunan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian ASND kota dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama atau
Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;

j. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris
Daerah Kota;

k. pengusulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

|. penyelesaian administrasi pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat pegawai, dan

m. pelaporan  pelaksanaan kegiatan lingkup Pengadaan dan
Pengangkatan.

2. Seksi Mutasi dan Pemberhentian

(1) Seksi Mutasi dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Mutasi dan Pemberhentian yang bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.

(2) Kepala Seksi Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan
koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di
lingkup Mutasi dan Pemberhentian.

(3) Kepala Seksi Mutasi dan Pemberhentian mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Mutasi dan Pemberhentian
b. penyusunan bahan penetapan perpindahan ASND kota;
c. penyusunan bahan penetapan pemberhentian ASND kota golongan
ruang |li/d kebawah dan pemberhentian sebagai CASND kota;
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pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dibidang kepegawaian skala kota;

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN
dilingkungan kota;

penyelenggaraan Mutasi dan Pembinaan pangkat, Mutasi dan
Pembinaan jabatan, Mutasi dan Pembinaan antar daerah;

penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, pengadaan administrasi
status hukum kepegawaian;

supervisi terkait disiplin pegawai dan pemberhentian pegawai;
pengelolaan kenaikan gaji berkala;

pemberian pensiun bagi PNS; dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Mutasi dan Pemberhentian.

3. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi

(1) Seksi Perencanaan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Perencanaan, Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.

(2) Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan
pelaporan di lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.

(3) Kepala Seksi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a.

o

T e —~ 0o a

pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Perencanaan, Data dan
Informasi;

pendataan pegawai,

pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi
perangkat daerah;

. perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai;

penyusunan formasi ASND setiap tahun anggaran;
penyusunan bahan penetapan formasi ASND setiap tahun anggaran;

. pengusulan formasi ASND setiap tahun anggaran;
. pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai,

pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen
kepegawaian (SIMPEG),

DO S —
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j. penyelenggaraan penyajian dan layanan data dan informasi

kepegawaian; dan

k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Data dan

Informasi.

2.2 Sumber Daya BKPSDMD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 didukung oleh ASN sebanyak 27 orang. Adapun komposisi
ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawal
No. Sesuai Bidang Penugasan Jumlah
Laki-Laki Perempuan
ASN
. 1. | SMA 4 2 6
2. | D3 2 6 8
4 |[S1 8 4 12
5. | 82 1 0 1
6. |83
Jumlah 15 12 27
NON ASN
1. | SMA 4 4 8
2. | s 2 6 8
3 |SD 1 0 1
L
7 10 17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2020).
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Tabel 2.2

Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Golongan

Pegawai
No. Sesuai Bidang Penugasan Jumlah
Laki-Laki Perempuan
Aparatur Sipil Negara

1. | Pembina Utama Muda, IV/c - - -
2. | Pembina Tingkat |, IV/b 1 - 1
3. | Pembina, IV/a - 1 1
4. | Penata Tingkat |, ll/d 5 3 8
5. | Penata, lllfc 2 - 2
6. | Penata Muda Tingkat |, lil/b 0 3 3
7. | Penata Muda, lll/a 2 4 6
8. | Pengatur Tingkat |, IVd 4 1 5
9. | Pengatur, llic 1 - 1
10. | Pengatur Muda Tingkat |, Vb - -
11 | Pengatur Muda, Il/a = = .

Jumlah 15 12 27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2020).
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Tabel 2.3
Pada Badan m:: = Sumber "°'6'i'.";... pq%pm-g
Kepegawaian dan Pengembangan Daya Manusia Kota
Kondisi
No Sarana/ Prasarana Jumlah Tahun 2020 (Baiki Rusak)
1 2 3 4
G L. | . EE———— AN - Bak
% | Kendaraan Dinas ]
.......... |- Rodad e S BEK
___________ - Roda2 B | Bak
5 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | 2 ol Bak |
6 |LemariBes Bak |
..... 7| RakBesiMetal N d2 1. Bak |
I . AN RS - A - Bak |
9 BrendKes S, Bak |
40 [ Rolary Filing Bak |
[ lemaiSook 2 Bak |
12 |lemariKaca . SR B Bak |
13 [lemariMakan  F———— Bak |
M4 [ lemarkaw 2] KuangBak |
15 | MatPenghancurKertss [ 5 L Bak |
16 | PepanNamalnstensi | ] TR . Bak |
A7 |PapanPengumunan | , A Bak |
18 | PapanAbsen | Bak ]
M e ] e - Bak
|20 |CepyBowrdCleicWieBoand 1 o o R i Bak |
B NS, D  ASSGR P Bak |
2 |PanelPameran ] SRR Bak
23| Papan Nama Ruanganidabaten | ] Bak |
24 | MejaKaywRotan 6 ... Bak
%5 | MejaRapal Ty Bak ]
26| MejaReseption Al Bak
AR, | 3 Bak |
B | KusiTamu ] Y s Bak |
29" | Kursi Putar 11 8 Baik,
e ) 3 Kurang Balk
.30 | Meja Biro SN (. S——— .- Bak |
o UL T | IS Bak ]
% [KusiKeqa | ——— Bak
B[RV T T Bk
4 Kapet 3 ol Bak ]
35| Mesin Penghisap DebuVacum Cleaner | il Bak
3% |lemaibs 1 Baik
T e ™
v 4 Kurang Baik |
.38 | Dispenser N | RRNERMNEN [N Bak |
39 |tempattidur e, , NUSORRE— | Bak
40 | Televis 4 ' Bak |
A [SoundSystem T Bak
42 |TimbanganBaden | B ]
43 | Tangga Alumunium 1 Baik




................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang

I S Baik
P E———— Baik
........................ A Bak ]
MR | A [ Bak
......................... . Bak |
AT - SO Bak
A T Bak
Mt Daa ... Bak |
et it Bak |
1 Baik
......................... S O -
—— — .
2 “T4Bak, |
s serssn SR a1 1 Kurang Baik |
......................... | Bak
N e Bak |
1 Baik
S I S S
R SR Bak |
ST, I Bak
T Bek ]
e s RN Bak |
B ek
......................... ‘.| . Bak
......................... o) Bak |
1 ) Bak
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2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai lembaga teknis yang
mengelola manajemen kepegawaian telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan BKPSDMD.

2. Penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pensiun, mutasi, tugas
belajar/ izin belajar pegawai.

3. Pelaksanaan pembinaan, disiplin dan kesejahteraan kepegawaian.

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

5. Pengelolaan dan penyiapan data, informasi dan arsip kepegawaian.

Kelompok sasaran yang akan diberikan pelayanan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah
aparatur pemerintah, dengan memfasilitasi semua urusan kepegawaian sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Pencapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan
sumber dana APBD Kota Pangkalpinang pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusa Daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang(Tahun 2016 ~ 2020)
Kondisi Capaian Kinerja
Indikator Kinerja SKPD
Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi kinerja pada Penanggung
(Outcome) | RPJMD akhir periode RPJMD jawab
m"’wmw%mmn%ww%wmwssugctndmsi%mndbu%
2 3 4 5 7 4 10 1" 12 13 14 15 16 17 19 20 21 2
KEPEGAWAIAN
SERTA
PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN = - =
Persentase ASN 0.27 005 | 2000 | 0.3 057 | 16364 | 017 013 | 7647 | 064 0.16 % 26 147 %54 | 26 147 5654
yang mengikuti
pendidian dan
Ehﬂmhmd - o B = - - | .
Persentase 4012 | 5578 | 5415 | 9707 | 5415 | 5415 100 | 56.87 | 5469 | 9617 | 5537 | 5272 | 9521 | 6150 | 3568 | 5802 | 6150 | 3568 | 58.02
pejabat ASN yang
telsh mengikuti
pendidian dan
pelathan
struktural - . . - . _ -
Jumiah jabatan 27 ] 2 00 | 20 28 100 2 8 %5 | 2 21 7241 R 23 | e8| 2 | 2 71.88
pimpinan tinggi
pada instansi
pemerintah o
jumiah jabatan 124 136 1% 9191 | 118 T 0 | 116 108 | 9310 | 116 13 9741 | 116 113 9741 | 116 3 | 9741
administrasi pada
instansi
pemerintah - — — = —EE. S - = o .
Jumish pemangku | 2104 | 2032 2082 | 2032 | 1583 1583 100 | 1553 | 1556 100 | 1735 1731 9976 | 1728 | 1728 100 | 1728 | 1728 100
jabatan fungsional
tertentu pada
instansi
pemerintah
B
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Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2016 - 2020
Persentase Realisasi Anggaran Pade Rata-Rata Pertumbuhan
Anggaran Tahun ke- Realsas: Anggaran Tahun ke-
Uraian ™) ] I e ] l e l Tahun Ke- Realsasi Anggatan
[mis ][ 2017 ” 2018 ”zmaJLmo ” 2018 ”zm ” 2018 ” 218 || 2020 Izoas 2017 | 2018 | 2019| 2020 | Anggaran Reaksas:
(" @ (] (4 (5) (6) m ®) (L] (10) M) (12) | (13) | (14) | (15) | (16) (1 (18)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! 7621219 704720000 607 M4 705708150 34823141 TOS7Z7 51 656,018 5801910271 619272089 326500660 9211 930d 9161 8775 9789 628916279 577 560 528
PERKANTORAN
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 180,05153 160,400 27019000 188810000 140280000 143403757 116541734 206880153 168045264 136527704 7964 6860 8699 899§ 873 182,893,907 164,279 742
PRASARANA APARATUR
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 20780000 28500000 - 20310000  27.900000 - 978y 9784 20,535,000 28200 000
APARATUR
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 165000000 36924000 135000000 188057000 28850004 9192900 301398514 93567008 154531171 27961000 5571 8979 6931 217 6760 177,189,400 139,877 554
SUMBER DAYA APARATUR
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN | 15300000 6,000,000 goooood 18000000 2730000 15300000 6000000 8000, 16604000 22500000 10 10 100 224 9889 14,006,000 13,680 80
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
6§ PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 1,163,000,000 148,880,000 180,000,004 1,125,798, 150 mmomq 175,671,100 6,601 ] w.q 78 497 293,333 483423 104
7 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 45440, 40,875, 300,000,000 a674000 37223500 283,471,200 - | %1 9107 s44d 128,771,687 121,456 239
KORPRI
8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 602785000 305000000 392240284 2775471000 5788645650 175763704 66187284 2385240, . %60y 5769 1687 8594 1018874072 801511 544
SUMBER DAYA APARATUR (TEKNIS)
9. PROGRAM PENBINAAN DAN 1562351000 1443720 1731116900 1,999,525 00 1234479421 1341,194962 120978032 1623337 031 7901 9250 6984 611 1684178225|  1,362,197.9%
PENGEMBANGAN APARATUR
10 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1,841,982 453 1661765 9022
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24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
2.4.1. Tantangan

Tantangan (threats) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Peraturan di bidang kepegawaian yang cepat berubah.

2. Tuntutan akan kualitas layanan aparatur.

3. Semakin besar beban kerja dan tuntutan kompetensi aparatur.
4. Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah.

2.4.2. Peluang

Peluang (opportunity) yang dihadapi dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Adanya kesempatan untuk pengembangan kompetensi pegawai.
2. Adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat.
3. Adanya kewenangan dalam manajemen dibidang kepegawaian.

2.4.3. Kekuatan

Sedangkan kekuatan (strenghf) yang ada pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur.
2. Kemauan dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya semangat belajar dari sumber daya aparatur.

244, Kelemahan

Sedangkan kelemahan (weakness) yang ada pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian belum optimal.
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.
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BAB Ili
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. |dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pegembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain sebagai berikut :

1.

Distribusi ASN juga menjadi isu penting seperti permasalahan kesenjangan jumiah,
kualitas, ketidaksinkronan antara kompetensi ASN dan promosi terbuka hanya
terbatas pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan kebutuhan pembangunan di
instansinya harus segera dipecahkan agar tujuan pembangunan dapat tercapai
dengan baik.

. Terbatasnya pelaksanaan pendidikan pelatihan formal kepada seluruh pegawai,

sehingga kurangnya kesempatan untuk peningkatan kompetensi sumber daya
aparatur,

. Kedisiplinan dan profesionalitas capaian kinerja ASN belum berjalan dengan baik

dengan melihat Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik

3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah
tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu
strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja
berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan-
kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.




Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang
Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang, untuk tahun 2018-2023 mendukung Visi Kepala Daerah terpilih
yakni Frase Visi ke 3 : “Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota
“UNGGUL". Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mengarah pada
pencapaian Frase Visi ke 3 yaitu : “Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota
Unggul”. Adapun Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
adalah Misi ke 3 yaitu: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Menuju Tercapainya Good Governance” dengan Indikator Tujuan
“Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah” dan
dengan Indikator Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel
berikut ini :
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKPSDMD

Tabel 3.2

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

No Misi, Tujuan dan Permasalahan oo
Sasaran RPJMD Pelayanan SKPD Penghambat | Pendorong
(1) (2) &) (4) (5)
1 | Misi 3: Meningkatkan
Tata Kelola Ketidaksesuaian | Adanya sub
Pemerintahan menuju pendidikan, kegiatan
Tercapainya Good pelatihan, dan pengelolaan
Governance pengalaman promosi ASN
terhadap
Tujuan : Meningkatkan Tingginya gap kompetensi jabatan
Implementasi Reformasi ASN
Birokrasi Pemerintahan Promosi terbuka
Daerah hanya terbatas
pada Jabatan
Sasaran : Pimpinan Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pratama
Pelayanan Publik dan
Profesionalitas Aparatur Belum optimalnya Belum Adanya
Sipil Negara (ASN) pelaksanaan pengembangan | dilakukannya kesempatan
kompelensi pegawai pengembangan untuk
berbasis peningkatan
kompetensi dan kompetensi
pendidikan sumber daya
pelatihan aparatur
kepada seluruh (melalui
pegawai pendidikan dan
Keterbatasan | pelatihan teknis
anggaran dan fungsi)
Masih rendahnya kinerja Absensi belum Adanya
pegawal terintegrasi, komitmen dari
pembayaran para pimpinan
tunjangan
kinerja belum
didasarkan
pada kinerja
pegawai




3.3.Telaah Renstra KL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
3.31. Telaah Renstra KL

Permasalahan pelayanan BKPSDM Kota Pangkalpinang akan dilihat berdasarkan
sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi
Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
dan Renstra Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Renstra Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi
1) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten
a. Pengisian jabatan sesuai kompetensi jabatan
Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, berkualitas, dan
bertanggung jawab, diperlukan PNS yang kompeten melalui sistem pengisian
jabatan yang profesional dan terbuka. Untuk mendukung hal tersebut
diperlukan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki aparatur dengan syarat
kompetensi suatu jabatan. Pengisian jabatansesuai kompetensi jabatan belum
sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
b. Pengembangan kompetensi
Dalam pengembangan kompetensi, ASN mempunyai hak untuk diklat minimal
20 jam dalam 1 tahun. Pengembangan kompetensi ASN minimal 20 jam
dalam 1 tahun belum sepenuhnya dilaksanakan kepada seluruh pegawai
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2) Terwujudnya SDM Aparatur yang kompetitif
a. Instansi pemerintah yang menerapkan kebijakan promosi terbuka;
Salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme SDM
aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitment yang
berbasis pada kompetisi. Yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah
adanya promosi terbuka (open promotion) yang oleh masyarakat umum lebih
dikenal sebagai lelang jabatan (job bidding) atau fit and proper test. Promosi
Terbuka sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung meskipun terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama.

RENSTRA PERUBAHAN BKPSDMD 20i8-2023 -37-




b. Jumiah instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kinerja individu
Mulai 1 Januari 2014 penilaian kineria Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menggunakan parameter berupa hasil kerja yang nyata dan terukur, sehingga
subjektivitas penilaian dapat diminimalisir sebagaimana konsekuensi
diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen
kinerja, berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa
Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek
kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas
jabatan.Penilaian prestasi kerja telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung namun capaian tersebut belum dijadikan dasar
pembayaran tunjangan.

Renstra Badan Kepegawaian Negara

Sebagaimana dicantumkan dalam RPJMN, juga dinyatakan sasaran bidang aparatur
yang berkaitan dan menjadi tanggung jawab BKN adalah terkait dengan pencapaian
indeks Profesionalitas ASN. Pencapaian strategis yang bersifat impact (sasaran
ultimate), berikut ini sasaran intermediateyang akan dicapai dalam Program BKN
yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis.
Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN;

Keandalan sistem informasi ASN;

Meningkatnya disiplin pegawai;

Meningkatnya profesionalisme ASN;

Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS;

Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian Negara menitikberatkan sasaran strategis pada meningkatnya
tingkat profesionalisme pegawai ASN. Profesional dalam pendekatan merit base
mengandung persyaratan sebagai berikut:

N oo s W =
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1. Kompetensi
Kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi(Pendidikan, Pelatihan,
Keahlian dan Pengalaman)
Sebuah organisasi modemn harus memenuhi syarat bahwa yang menduduki suatu
jabatan harus memiliki pengetahuan, keterampilan yang memadai sesuai dengan
syarat yang ditetapkan. Ketidaksesuaian antara syarat jabatan dengan seseorang
yang sedang menjabat akan disebut kompetensi gap. Sebaliknya semakin kecil
gap menunjukkan semakin profesional sebuah lembaga tersebut. Kesesuaian
antara syarat jabatan dengan kompetensi belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kinerja
Seorang pejabat harus memiliki kinerja sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu menyelesaikan
pekerjaan juga menjadi dasar perhitungan kinerja.Perhitungan kinerja dapat
dibedakan pada posisi pelayanan kepada beneficieries.Penghitungan kinerja
masih menggunakan penilaian prestasi kerja pegawai terhadap SKP yang telah
disusun. Pemberian tunjangan berdasarkan capaian kinerja belum dilaksanakan
di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kompensasi
Kompensasi merupakan satu persyaratan dalam mengukur tingkat
profesionalisme suatu lembaga. Kondisi kompensasi yang belum sesuai akan
mendorong terjadinya upaya-upaya legal maupun ilegal untuk menyesuaikan
pendapatan seorang pegawai. Pegawai akan sibuk untuk memenuhi
kebutuhannya dibanding memikirkan pelayanan yang harus diberikan. Setiap
jenis pekerjaan akan memiliki tingkat kompensasi yang berbeda-beda tergantung
resiko dan wilayah dia bekerja. Pemberian Kompensasi di Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung belum berdasarkan capaian kinerja.

4. Disiplin
Faktor keempat yang menjadi instrumen indikator adalah disiplin.Tingkat
kedisiplinan merupakan upaya pengendalian yang bersifat preventif dan
pengawasan yang bersifat pemberian hukuman jika ditemukan individu yang
melanggar disiplin.Kasus pelanggaran disiplin masih ada pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

e e e e e s e S —
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Telaah Renstra Lembaga Administrasi Negara Rl

Sasaran Lembaga Administrasi Negara Rl Menjadi institusi pembelajar berkelas dunia
melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara dalam mewujudkan World Class Government. BKPSDM Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung selalu berkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait
dengan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melaksanakan
diklat peningkatan kompetensi meskipun belum merata ke seluruh pegawai.

Tabel 3.3
Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Faktor
No Menengah mm Pelayanan
BKPSDM Penghambat Pendorong
(1) (2 3 (4 (5
- Terwujudnya SDM - Ketidaksesuaian - Rencana pemetaan/
Aparatur yang kompeten pendidikan, redistribusi pegawai;
(Kemenpan Rb); pelatihan, dan - ASN  wajb  memiliki
pengalaman kompetensi sesuai undang-
- Meningkatnya . terhadap jabatan undang ASN
kompelensi dan | Tingginya gap - ASN  mempunyai hak
profesionalisme aparatur | Kompetensi ASN | _ gy dilakukannya |  mengikuti pelatihan 20 jam
(LAN RI); pengembangan ftahun
berbasis  kompetensi
- Meningkatnya kepada seluruh
profesionalisme pegawai pegawai
ASN (BKN)
- Capaian kinerja belum | Rencana absensi terintegrasi
Meningkatnya Masih rendahnya | dijadikan dasar | (kehadiran, kompensasi, dan
profesionalisme pegawai kinerja ASN pembayaran tunjangan | kinerja)
ASN (BKN) kinerja
Meningkatnya Masih rendahnya | Masih adanya kasus | Rencana absensi ferintegrasi
profesionalisme pegawai disiplin ASN pelanggaran disiplin dan | (kehadiran, kompensasi, dan
ASN (BKN) kode etik kinerja)

3.3.2. Telaah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan dalam Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur. Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

e e e e e e e e
RENSTRA PERUBAHAN BKPSDMD 20I8-2023 -40-




1. Meningkatnya pelayanan kediklatan;

Salah satu upaya dalam meningkatkan profesionalitas ASN yaitu melalui
peningkatan pelayanan kediklatan. Upaya tersebut juga berimplikasi dengan
peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya berupaya menyelenggarakan kegiatan kediklatan
dengan melibatkan kabupaten/kota. Dengan penyelenggaraan kediklatan
diharapkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung akan meningkat.

2. Meningkatnya kompetensi aparatur;

Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah tingginya gap
kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan, kesesuaian tingkat
pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan pengalaman
jabatan.Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan berdampak buruk
pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan akan terbengkalai dan
tidak terspesialisasi sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai
dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan lain
dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas penting
BKPSDM dalam mengelola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung agar memiliki kesesuaian kompetensi. Semakin sesuainya
pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat meningkatkan
indeks profesionalitas ASN dan pada akhimya akan meningkatkan indeks
reformasi birokrasi.

3. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur;
Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN.
Lambannya pelayanan, banyaknya kasus indispliner, KKN dan lain
sebagainya.Tingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi point BKPSDM
dalam mengevaluasi kembali capaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja saat ini sudah mulai
diarahkan pada aspek dan metode yang lebih terukur, mulai dari orientasi
pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dengan
pertimbangan tingkat capaian kinerja ini sangat memungkinkan untuk
memberlakukan reward and funishment kepada pegawai. Dengan semakin
tingginya capaian kinerja pegawai maka gap disiplin dan kinerja akan semakin
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kecil dan akan menaikkan indeks Profesionalitas ASN yang pada akhimya
berpengaruh baik pada indeks Reformasi Birokrasi.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang,

BKPSDMD Kota

Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) yaitu :
1. Meningkatnya kompetensi aparatur;

2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur.

Tabel 3.4

Permasalahan BKPSDMD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

kode etik

Faktor
Sasaran Jangka e
Menengah Renstra
o e | e | ;
Kepulauan Bangka eng endorong
Belitung
(1) 2 (3 (4 (5
- Ketidaksesuaian - Adanya kegialan rencana
Meningkaltnya Tingginya gap pendidikan, pelatihan, pembinaan karir pegawai
Kompetensi Sumber | kompetensi ASN dan pengalaman - ASN  wajb  memiliki
Daya Aparatur terhadap jabatan kompetensi sesuai undang-
undang ASN
- Belum dilakukannya | - ASN  mempunyai  hak
pengembangan berbasis mengikuti 20 jam pelatihan
kompetensi dan /tahun
assesment kepada
seluruh pegawai
Terwujudnya peningkatan Capaian kinerja belum | Rencana absensi terintegrasi
kualitas pelayanan publik | Masih rendahnya | dijadikan dasar | (kehadiran, kompensasi, dan
dan akuntabilitas kinerja kinerja ASN pembayaran  tunjangan | kinerja)
kinerja
Terwujudnya displin Masih rendahnya | Masih adanya kasus | Rencana absensi terintegrasi
pegawai disiplin ASN pelanggaran disiplin dan | (kehadiran, kompensasi, dan

kinerja)




3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun
menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis yang periu
ditandatangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kapegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan penempatan ASN yang disesuaikan dengan
kompetensi Jabatan dan pelaksanaan formasi jabatan fungsional (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga kesehatan);

2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;

3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi didalam peningkatan kedisiplinan
dan profesionalitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima
(5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pemyataan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam jagka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar
dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap
tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi
pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun
waktu tahun 2018-2023 yaitu :

“Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)"
Dengan indikator tujuan perangkat daerah yaitu :

“Persentase ASN yang Disiplin”
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4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program
Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Perubahan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu

“Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi”
Dengan indikator sasaran perangkat daerah yaitu :

“Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya”

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel. 4.1 sebagaimana berikut ini.
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka | Kondisi|
Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD Tujuan OPD Sasaran OPD Indikator Tujuan/ Sasaran|Satuan ah Akhir
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | RPJMD
Meningkatkan Indeks Reformasi Nilai | 59,07 | 59,11 | 61,39 | 62,50 | 63,50 | 64,50 | 65,50 | 65,50
Implementasi Birokrasi
Reformasi
Birokrasi
Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Indeks Profesionalitas Nilai - - - | 7720 | 7760 | 78.00 | 78.40 | 78.40
Kualitas ASN
Pelayanan Publik
dan
Profesionalitas
Aparatur Sipil
Negara
Meningkatkan  Disiplin Persentass ASN yang Nilai | 96.50 | 96.50 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 98.50 | 99.00 | 99.00
Aparatur  Sipil Negara disiplin
(ASN)
Meningkatnya Penataan Persentass pejabat % 75 76 77 78 78 79 80 80
ASN  Sesuai  dengan struktural yang sesuai
Kompetensi dengan kompetensinya
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BABV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

51 Strategi

Strategi merupakan pemyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi
yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi kepada seluruh Aparatur Sipil
Negara.

2. Melakukan peningkatan kualitas manajemen ASN melalui rencana kebutuhan riil ASN
jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan pola karir.

3. Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
dengan kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah.

52 Kebijakan

Arah Kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Optimalisasi merit system dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional.

2. Perencanaan kebutuhan ASN dengan memiliki tata kelola manajemen kepegawaian
yang baik, juga meningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara
melalui pendidikan latihan formal dan non formal.

3. Sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, pembayaran tunjangan
kinerja akan didasarkan pada kinerja pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
semuanya dinilai oleh atasan
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Strategi dan Kebijakan PD dalam tiga tahun mendatang

 Strategi

Tabel 5.1

Kebijakan |

S

5 B

2023

No | Sasaran
1

Kompetensi

Terlaksananya Penataan
ASN Sesuai dengan

Melakukan penataan ASN
sesuai dengan kompetensi
kepada seluruh Aparatur
Sipil Negara

Optimalisasi merit  system
dalam penempatan pejabat
struktural dan fungsional.

Melakukan peningkatan
kualitas manajemen ASN
melalui rencana kebutuhan
rilt ASN jangka menengah,
rencana pengembangan
kompetensi ASN  dan
penyusunan pola karir

Perencanaan kebutuhan ASN
dengan memiliki tata kelola
manajemen kepegawaian yang
baik, juga  meningkatan
kompetensi dan profesionalitas
Aparatur Sipil Negara melalui
pendidikan latihan formal dan
non formal

Meningkatkan  kedisiplinan
dan profesionalitas kinerja
Aparatur Sipil Negara (ASN)
dengan kebijakan pimpinan
daerah dan  pimpinan
perangkat daerah.

Sistem absensi yang
terintegrasi dengan sistem
kepegawaian,  pembayaran
tunjangan  kinerja  akan
didasarkan pada  kinerja
pegawai, Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai semuanya
dinilai oleh atasan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang,
akan melaksanakan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ditampilkan pada Tabel 6.1 (terlampir)
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator
kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerjia pembangunan daerah. Indikator
kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun
kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program
pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.
Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam
dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja
pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam
pelaporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota
Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:
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Tahun 2018-2023

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BKPSDMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Tahun

e

-

2019

Persentase Pejabat ASN yang
telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural

% | 54,15

54,69

55,37

61,50

Indeks Reformasi Birokrasi sub
komponen penataan sistem
manajemen SDM

|
Nilai ’ 59,07

59,11

61,39

62,50

Persentase pegawai dengan
penilaian prestasi kerja baik

% NA

80,00

85,00

Nilai IKM Pelayanan
Kepegawaian

% NA

70,00

75,00

BKPSDMD

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Tahun

Kondisi

2017

Rasio Pegawai Pendidikan
Tinggi dan Menengah/Dasar
(%) (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

100

100

100

100

Rasio Pegawai Fungsional (%)
(PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

7.03

7.07

7.03

7.03

Rasio Jabatan Fungsional
bersertifikat Kompetensi (%)
(PNS tidak Termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

100

100

100

100

Persentase ASN yang
mempunyai kapasitas dan
kompetensi

78

79

79

BKPSDMD

RENSTRA BKPSDMD 2018-2023




BAB Vil
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah
selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan
dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 dapat
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan
tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang tahun
2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target
Renstra Perubahan dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra
Perubahan dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan  seluruh  aparatur di  Sekretariat dan  bidang-bidang pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan ini dapat tercapai.

Renstra Perubahan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023.
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan,
maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perubahan.
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4, Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perubahan, maka periu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program
dan kegiatan Renstra Perubahan secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah,
maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Turget Kinerjo Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Sasaran Sasaran (Impact)l
Tujuan Sesaran Strategl | Arah Kebijakan Kagist P Megiat ; = Tehun 2019 Tahun 2020 B
’ T g | e Reslsasi  wget| Ry Restsasi
Meninglatkan Indeks Reformasi NA NA 1.5 2%
Kinerja Birokrasi (Sub
Aparatur dan Komponen penataan
Kelembagaan sistem manajemen
Pelayanan SoM)
Kepegawaian
Nilai IKM Pelayanan NA NA | TOOO 75.00
Kepegawaian
[Maningiatrya mlﬁ.ﬂ- Nilal Survey NA | NA | TOO0 7500
Kuaiitas lualitas penerapan Kepuasan Pogawai
Pelayanan pelayanan standar Kantor
melalul peiayanan
penyusunan | publik
dan penerapan
SOP dan
penilaian
Kinecja
pelayanan
Program Terpenuhinya | Persentase tayanan 191 184|  w2| 705700950 191 619,272,089 1 SATIANY|  120]  326,698.862
Pelayanan Layanan administrasi .r
Administrasi Administras| perkantoran yang
Perlantoran Parkantoran tertangani
Pengadem jssa | Terhsnmys jos8 | Jumeh ymnan josa 2 | 2 2| noe0o| 12 wsnder| 12 LT B Y
omundas, sumber| komunikes, sumber | komunias: sumber
days o dan stk |doyn o den lotk | deys o dan betrk
yeng tertangan
Penyedemn jssa | Tersksananys Jumish evonan jsse 7 7 7 102,920 7 9790000 12]  131,840,000] 121 131.240]
administres: layonan jaca | adminestras keusngan|
houengan sdminsias yong tertangon
hsuangem
Peryedom jasa | Tersksmanys Jumish yeoan s 7 | 2 [ 72 ﬂ' 2] 46880,
kebarshen kantor | layanan jasa kebershan kantor g
lsbershan kantor | yang hertangan -
Penyediom pss | Terakssnenys Jumigh leyanan jasa R R R 12] 10,000, 12 8540
perbakan persialen | laysnan o perbeskan porststan
ano perbakan persistan | kens yang tertangan
BT ‘Ir_.-tump umi syoren S B[ w00 W im0 12 00m00 12 10000000
ks kanfor loyanan penyediaan | penyediaen it tuls
ot tuls kantor anfor yang tertangen
[Penyedom Bamng | Tersksmanya umish Bymen | ” 2| ®meis0 12 242880 12 450000 12 4550000
Cetakan dan loyenan Penyadisan | Penyeciean Barang
Penggendosn Barang Cetokan dan | Cotekan don
Penggandasn Penggandaen yang
fertangan




Indlkator Kondisi Kinerja Kinerja Program dan Kerangks Pendanaan
Kinerja Tujuan / Awal RPJMD Foust o Peranghat
Tujuan Arah Kebijakan N | s | S ) Tahun 2019 Tahun 2020 .
(outcome) / Keglatan| Jawab
(output) 217 | 018 target Rp Realisas! target Rp Realisasi
Porysdias Torghsmanys Jumh yman Tl n ] soo000 11 5900000 12|  2.233000| Tz’l 1.9535'
Kompanen Instales | lay Ponyed
Listril/ penerangan | Komponen lnstalesi | Komponen instales
Bangunan Kentr | Listld/ penersngan | Listrik/ penerangan
Bangunan Kenfor Bangunan Kantor
yang lertangeni
Penyedasn Tersksananya Jurnish Eyenen j =
Peralsten den | syanan Penyedisen | Penyediaan Peralitan
Purlonghepen Persistan don dan Perlengiapen
Kantor Perlangkspen Kantor | Kanlor yang
tertangant
Paryedem  |Tesksmanys | dumieh lymen 7 | 2 2 t_wﬁr | 3ewm0 12 2600 12 2500000
Persistan Rumah | Bysnan Penyedisen | Penyedisen Persistan
Tangge Poralstan Rumah | Rumah Tangge yang
Tangga tertangan
[Penyedoan Behmn |Tertksmanys | Jumih syanan [ 0 1 5000000 5960000 0 E ]
Becasy Buky lnyanen Penyedinan | Penyedisan Bahan
Persturan | Bahen Bacasr/ Buku | Bacaan/ Buku
Perundang- Porsturan Perundang { Persturen Perundang-
undangan undangon |undangan yang
tentangars
Penyec Tormsananys | dumih ymnan w|u n wﬁﬁJ @ eeom 1 4000 14 296000
Mekanen den ¥ Penyod Penyedisan Mekanan
Minumen Makanan dan dan Mnuman yang
Fm |vertangars
Reost rpat T Jumieh Isyenan Rapat. % | ® 55 ssoma o YT M 7R TT) B T R Y 1)
Koordinasi den | layanan Rapat-rapat | repat Koordines dan
Konsulasi Kelar | Koordnes: dan Konsulasi Kelar
Dasrsh Kongulles Ksbar  |Daeroh yang
Deersh tertangent
|Program WMeningkatnya | Persentase sarana CEE 6 18810000 6 CIECED CRREE L
Peningkatan Sarana dan dan prasarana
Sarana dan Prasarana Aparatur | aparatur dalam
Prasarana kondis! baik
Aparatur
Pengadaan Tersedianys Jumigh perlsngkapen of 0| i of
Peringkepen poriangkapan gadung | gedung kankr yang
| Gedung Kantor antor Hormadia
Pengodam Tersedimys Jumish meubeksr W ol ]
Moubeleir meubeler yang tersadia
Pametharasn Terpelharanys Jumish gedung kantor | 1 1 1 43 350 1 43.350 000} 1 21,300/ 1 21,300
rutn/orkals godung kantor yang dpelhars
gedung kantor
Pemeiharsen rute/ | Terpelharanya Jumish henderean 4 4 5 143,460, 124 685,264 5 118,989 5 115227,
borkals kndaraen | kendarsen dnas/ | dnes/ oparssional
dinas/ oporasional | operasional yang terpothars




Indikator Kondis! Kinerja Pond
Kinerja Tujuan | Awal RPIMD O SO g i oy Peranghat
Program dan Sasaran Sasaran (impact)/ Daerah
Tujuan Sasaran Strategl | Arah Kebijskan Kegiat Program/Kegiatan ',.". o o Tahun 2019 Tahun 2020 Ponanggung
il o] e Ro Reslisssl  |target|  Rp Posonsl
Rehabiitas: Sedang | Tershabitasmys Jumish kendarsen 0 R |
[Berat kandorsen | kenderaan dinas/ Dinas/ Operasonal
Dwnas/ Operasions! |operasional yang mendapet
rehabxitas
sadeng/bornt
Pengadean mesity | Tersodianys mesin/ | Jumish aboens sdi 0
karty sbeens arty absenst a1 yang disediskan
Program Persentase i 2, 27,900,000 - o o
Peninglatan Disiplin Aparatur | meningkatrya T
Disiplin Aparatur disiplin aparatur
| Pengsdaan p Torsackenys pakasan | Jumish pekaien dinas 28,500 27,900, g R
nes beserta dnes yang tersecia
| perengkapannys
Weningkatnya MLM Nilai Akuntabiiitas 5556 | 0 w40
Kualitas penataan Kinerja Instansi
Pelaporan pelaporan Pemerintah (OPD)
Kinerja kinerja laporan
Ponyslenggara capaian kinerfa
an Pemetintah
Dsarah
TProgram |m Persentase 16,000,000 16,604,000 7,719, W 12,500,
Peningkatan Ketepatan Waktu | ketepatan wakty
Pongembangan | Penyusunan penyusunan laporan
Sistem Pelaporan |Laporan Capalan  |capaian knerja dan
Capaian Kinerja | Kinerja dan keuangan
dan Keuangan | Keuangan
Fary T o lagoran | Jumish poran 3 3 2,000,000 2,000, 3 4sew000 3 4940000
lporan capman | capaian kinena dan  [capaan kanerjs dan
knerja dan ikhiser |ikhviser resises idMisar realsasi
realseni knena | kinenja SKFD nena SKPD yang
SKPD
Pory Torsusunnya Bporan | Jumeh poran 1 Zo0] z‘ma | 42 i 4080000]
lporen keuangan | keusngen keuangan senesteran
semosteran/ | somastorny/ [yang disusun
progross
rauangan
Penyusunan Tersusunnyn mporan | Jumish eporm 1 1 2,000,000| ZW 1 S.W 1 b.w
laporan keuangan | keusngen akhir tahun |keuangan okhr tahun
ok ishun yang dsusun
Tersusurys RENJA | Jumish leporen Renje. EE 2.000,000| 700,600 5000000 3] 5000000
|renceris kerjo. RKA [(RKT, RKA, DPA) | RKA dan DPA yang
dan DPA desusun
[Forum Smem | Tersusunnya poran | Jumish Bpcren SPP O 10,000,000 LT 9| o
| Pangendalan e | SPIP yang disusun
| Pemenntash (SPP)
Forum Perangkat | Terieksananys forum | Jumish pemanglas | a.wo.nTn‘ | 3,500,000]
P et et




Tujuan

g

Kebijakan

Kondisi Kinerja
Awal RPIMD

Target Kinerja Program den Kerangka Pendanaan

Tahun | Tahun

Tahun 2019

Tahun 2020

Tersusunnys Rensra | Jumish jenes laporan

Terlaksanys
Penataan ASH
Sesual dengan

il

'

.

Program
Daerah

1841982453 | 4992

1,661,765,602

am | 8n

S415| 5480

6150

Tersananys
Pendidican dan

L ot 0h et

6,118,800

6,118,800

mhmlmm




Indikator Kondis! Kinerja Kiner} X Xa Pend:
Kinerja Tujuan | Awal RPJMD i SO Peranghat
Tujusn Arsh Kebijakan PREBNR | e | o | s — Tahun 2019 Tahun 2020 v
(outcome) | Kegiatan| Jawsb
foutpu) nr | 2 Rp Reaisasi target Rp Reatisas)
rn;- Tertsksananys Jominh Prosen Butn of -
Pomulingan ASN | Prosesi Pemulangan | Pernulangan ASN
yang mennggal  |ASN yang mennggel | yang meninggsl dunis
dunis dunis
Pendidian dan | Teriksananye Juminh ASN yang Orang |- 0|
Pelathan Pendidikan dan mengikut Pendsdian
Pekstihan dan Peisthan
bagi Camat I :
bagl Camat bag) Camat
Penddkan dan | Tertsksanenys Jumish ASN yang Orang |- 0|
Pelsthen Pendidikan dan mengikut Diciat
Pelatihan Pandidion den
| Pemenintgh Daem | Kepemmpnan Pelathan
Magen tag Pomerintoh Dalam | Kepomimpinen
Jebetan Purpinan | Negeni bagi Jabetan | Pemanntsh Dl
Tingg! Pratama, | Pmpinan Tingp Negen bag! Jebatan
Jabatan Pratama, Jabaten | Pimpinan Tinggi
Admnistrasior dan | Admiistastor den | Pratama, Jabatan
Jabeten Pengawas
Froses [Tetsmanys Jumish peryebssn | creng 10 27,350,000 0] 24,400,000
ponyolessam cub | Proses penyelesasen | Cufl ASN Kota
bagi ASNKota  [cuti bagt ASK Kots | Pangkalpineng
Pangkapnang | Pangkabinang
Dikiet Teknus Tugas | Tereksananya Dt |Jumish ASN yang | Orang |- q
dan Fungs Tokrus Tugas den | mengikut Dikiat
Fungs Teknis Tuges den
Fungsi
Pelsthan Daser | T Jumish CASNyang | Orang |- 0 -
Bag CASN Daersh | Pelatihan Daser Bag: | mengilat Pelatihan
CASN Daersh Dasar
Bimtek don yjen | Terisksananya Bimtek| Jumish ASN yang Orang |- 0|
sarifikon don upon sertfikan | Lius upen sertfikas
pongaduan barang/ | pengadean barangy/ | pengadeen bermng/
jass pemenntsh | |8se pamerinish |jssa pemenntsh
Up Kompetensl bagy| Terksananya U |Jumieh ASNysng | Orang |- 18] 113900600 7| 113900600
ASN Kote Kompetensi bagi ASN| mengiut uy
Panghabrang Kota Penghalpnang | kompetensi
[ Workaop Terhsananyn Jumbh ASN yang | Orang |- . 0
Standarisesi den | Workshop mompunys seriflus
Sertifkes ASN Stendarsasi dan sesum dengan
Seriifiasi ASN xompetens seablan
dstam jbaten
Polthan Terhsananye Jumish PNS yang Orang |- ]
Pengukuren indeks | Peistihan Pengukuran | mengiat Pelatihen
Profesional ASN | Indeks Profesional | Pengusasran Indeks
ASN Profesonal ASN
Workshop Tersananys Jumish ASN yang Oreng |- [
Pengembangen | Workshop | mengiku workhop
Kompetensi PNS | Pengembangan Pengembangen
lmms lKam.-




Indikator Kondisi Kinerja
Teguwen Awal RPIMD Target Kinerjo Program dan Kerangka Pendanaan
Progem den Smamn | Sween (opnl | oy Tahun 2019 Tahun 2020
Keglatan Program/Kegistan Pn'" Tahun | Tahun
(output) Lol Eo g Rp Reolrsas| target Rp Realisasi
Sosalsasi Terlsksananys w@m Orang 5T
Somalsas mangiati Scusksas
Budeys Kena o
Lingkungan Pamiot | Budaye Kena di Buday Kene &
Pangkabinang Lingkungan Pemkot | Uinghungan Pemiot
Pangrapnang
Sosalas Tersanonys imish eparstur yang | oreng | ol (] 0f
{reformas brokras | Sosiaksas eformas | mengiat sonsisas
|operatur |brokvas spratur | reformas birokras
Poamboksen dan | Terkksananyn Jumeh ASNyang | Orang o
polatihan | Pembalkalan dan mendapat
Kowersusahoen peksthan pombekalon dan
PNS yang shen | kewwrausshaen bagr | pelatihan
momasuki mase | PNS yang skan
pensiun | memauds mass
Py Tersanany [y ———) 4 4 0| 106500000 10| 96025000
rencana pembinaan | Penyusunan rencana | pembinasn ke ASN
karir PNS pambinaan kerir PNS
Penngkaten dan | Terlsksananys Jumish penyelesaan | kasus |- F 8| 24600000 5 24 452 500
Aperstur Sipil Pembinoan Displn | indispiner
Nagare Aparatr Sipl Negara
[Sobkm ponerimenn [ Terikomanys | domish posertn g |- 3| 68| @1S7a762| 86| 401176181
CASN derl petsmer | Selsksl penerimann | selsks CASN yang
umum CASN dan pebmar | Libs sesul dengen
umum formass yang cisjuken
Terlsksananye Jumieh CASNysng | orang |- . 20 18,600, =0 18,900,000
| admunistras CASN
Torisk ¥ Jumish SK pangiat | orang | 800| 125,239,500 00| 11241227
Pengeblosn ASN yang ditertatean
admaistras kenekan
|pangrat ctometis
[Terkskaanays | omih doin ™™ 00| 246,380,104 | 3000 246289194
ASN sstern apikas | Pengeblesn Dets | peleyanan
ASN sistem apikas | knpegawesan yang
polayanan dhobla
kepegawaian (SAPK)
Tertksananye Jumieh formesi yang | formes: ol ml 20| 9.193500| 20| 9193500
Peny formas k
Terkksananys Juminhy ASN yang ong 0 £l 200 15866000 00 13,150,000
|Pembenan | mavenma
|penghargaen bagi | penghargasn
PNS yang memiiki
mass kenja 10, 20, 30
Tahun
Teriksananys Jumish SK pensun yg | orang 02| o) 100 85,500,000 %0 59,199,000
Pangebissn tertatican
Administras Pensiun
Jumioh ASN Pembot | orang 1" 5 7 430106800 1 28,610,800
Pembenan Bantuan | Pangkabinang yeng
Tugas Belajer dan | menenma bantuan
tzin Boljer bogl PNS |baya tuges beljer




Indikator Kondtsi Kinerja
Kioefa Tujosn | Aol RP.MD TSR O S Fantonia. Peranghat
Progmm dan Smsaran Sasaran (impacty/ Deorah
Tujuan Arsh Kebijakan Kegiat P MKeglat P ' Satuan e o Tahun 2019 Tahun 2020 P
(output) e Rp target Rp Realtsasi

Perymesaan Terkksaranys Jumish Karpeg, kary Fi 17 0| 11,750,000 150 9950000
Karpeg, Kanie/ Adminstras Karpeg, | Taperum, Askes dan
Karsu, Agkas. Kare/ Karsu, Askes, | Taspen yg diteditkan
Taporum, dan Taperum, dan
Taspen Taspen
Pengebiaen dan | T Jumish webaite yang | websdte |- 2 24,425,000 2 24,175,000
Pengembangan | Pangebisen dan dkebia dan
Weosto | Pengembangan dilkmenbanghan
¥opecawaan Websie
*T'-mmb orksananyn Jumish arsip meder lan| - 0

Peanataon Arsp hepegawaian yang

ditatn |

Pergeban  |Terksananys | umehASNymg | omg | 18| 174 B W0000| | 300
Adminisrasi Dalem | Pengebaon diangknt dalam
Jobatan Fungsionsl | Administrasi Dalam | jsbaten fungsional

Jabaten Fungsional
Sobka Jbatan | Terkeananys | Aumih polksanaan | kel 2 1| 252015 3| wmsnia
Pimpnen Tingg: | Sebks Jabatan | seleksi Jobetan
Prstams Pimpinan Tinggl Pimpnen Tingg! yang
Sobksl Mutssi PNS | Terksananys mih PSyang | orng |- "W 681128 6511238
(Mutasi Masuk dan | Selsks Mutas PNS | mengilut seibks
Mutasi Kolar)  |(Mtosi Mosuk don | metoss mesuk den

Mutas: Kebuar) el
Pengebisen dan | Tersksananya 1| 115,300,000 1 116,200,000
Pengembengan | Pengebinan dan
Elsidtronk Sistem | Pangembengan 1 Joris

Ebldronk Sistom | ynih s date |  Dato
Informasi Lsysnan | Management yang tesusun Elktron
Kegegawsan Informas Layanan K
Daersh (E4{ Kepegawaian Dserah

(E-SMLE)
Pembinesn Tersaananys Jumish petshsansan | kel 1 1
pogaws KORPRI | Pembnean pegews | HUT KORPRI
Ponysienggarasn | Terkksananys Jumish cebeng yang | jenis -
MTQ KORPRI Penyslnggaran
tibourm Teriksananya Pekan | Jumish cabeng yang |  jenss
KORPRI Oltvege KORPRI | dibmbeken
Pombmeon mental | Teriksananys Jumish poloksencan ol
dan rohere PNS | Pambinaan menta! I""‘""
Penyusunen NSPX | Terbksansnys Jumish NSPX yeng Jares
(Norma, Stander, | Penyusunan NSPK | selesal disusun
Prosedur den (Norma, Standay,
Krtena) Prossdur dan
Gela Karyn ITMG‘ Jumish im pembasan|  sm

Kanym oshrgs KORPRI
Pambanan Terbksananys Jumish ASN omng
penghargaan bag | Pembenan berprestasi yang
ASH yng penghargasn bagl | menerima
barps AS yang penghargacy
Rabhor hapegowsan | Tersksananys Rakor | Jumish peserta yang | orang

hepegowaien mengrhuti Rakor

lm




- .

Indikator Kondisi Kinerja Kinetja P Kerangks Pend
Kinerja Tujuan / Awal RPIJND Torget -
Program dan Sasaran Sasaran (Impact)/
T Sasaran Amh Tahun 2019 Tahun
W Sirsteg! Kebijelan Kegiatan Program/Keglatan Pn.,- Tahon | Tahun »0
(output) LA I Rp Reaiisasi target Rp Realisast
Upan Dings den | Terlsksananys Upan | Jumish ASN yang 00| 193,000,000 100 02418240
Upan Peryesusien | Dinas dan Ujen mengiat uian dnas
fezsh Peny ljezzh | den peny
yazah |
Pengeblsan £ | Terisksananys Jumie Kapatuhan Q) 4550 4 45625100
LHKPN Pangebiaan E- pelaporen LHKPN
LHKPN secara obkuonik
Dt Terukomenys Dk | Jumish ASH yarg o
Pambangunan manghut dikiat
Karskier Bangsa | Karokler Bangso
-mr Perventase ASN R 800]
Kapositas dan | kapasitas dan | kompetensi yang mempunyal
Kompetensi  |kompetens!  [dan kapasitas dan
ASN Molalul | ASN melalul kompetensi
Berbagal DiMat | berbagal dikiat | Aparatur Sipil
dan Pelatihan | dan pelatihan | Negara melalul
pendidikan
latihan formal
dan non
formal.
r'n.- Persentase aparstur 4 70| 188,087, 0|  154591,171] 00|  28,6%,000] 2 77,961,000
Peninglatan Sumber Daya yang meningiat
Kapasitas Sumber | Aparatur yang
Days Aparstur | Berkapasitas
Dbt el | Torksananyn Dk | Jumioh ASH yorg [ [ By 2 3086 vJ G000 7| 9,400,000|
formai | mengikun gt tormal|
Ujen dines dan | Terlskaananys Usan | Jumish PNS yang 100f 108057000 | 100 81,928 004 0|
Upan penyosusan | dinas dan Upan mangiuti Ujen dines
azeh peny st |dan Ujan penyesusan
Pejmen mess | Tersnanys | Jumsh ASH yorg = ®|  BOO0W| | WB5HM0| | WH00| BH| 185100
Nons dan Peninauen masa mendepat tambshan
peninghatan kena dan masa kere den
pendidian PNS | peninghatan penngritan
pondidikan PNS pendician
Sosales PAGN [Terwomanys | Jumiah ASH yang 0| 3 Bﬁ
(Pecegehan Sosalsa PAGN mendepatian
Pemberantesmn | (Pecagehmn sosalses PAGN
Poryibhgunesn | Pemborantssen
den Peredaran Penysishgunaan dan
Golap Nerkcba) | Paredaran Galip
Nericbe)
Pengodom paan| Tothsanany | Jumish pokaan dinas 0| ] 0| o
dinas beserta Pengadaan pakaian  |yang diadakan
perengkapennys | dinas beserta
| perbrghaays
Program Meningkatiya Persentase 1% 150| 150 300,000,000 1 ﬂm,ﬂ
Peningkatan Pelayanan KORPR! |pelayanan anggota
Pelayanan KORPRI
KORPRI




'ﬂ“'::.' "::':;?‘ Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanasn
Sasaran

Tahun | Tahun

Ompactl | gopuan Tahun 2019 Tahun 2020

17 | 018

1 [ 1,150 | 300,000,000 1| 283471200

T

Persentase 1935 9, 2393 20005250000 2390, 1,623337.09

Terksanonys Jurnish pelksansen ] [] 4 140,000,000 4 119,107 540

Jumish CASN yang orang |- - 1 25,000,000 1 19,562 004

Jumih SK pangkat | orang | e N 170,000,000 | 611 161,461,020

Jumnish eetem eplias | sslem 1 1| 1 326,525,000 1| 28173062

43000000 621  40.481.247

Jumish formes yang | formas 1
i |dusuban
oreng

Jurmish SK pensain yg 80000000 | 142 85,2665 487
diterbitkon

.
g
f

Jumish Karpeg, hartu amn 17 25,563 500

Taperum, Askes den
Taspen yg ditertitian

Jumish ASK yang g uﬁ 174 10 S0.000000 | 100 4951051
\aatan fungsonal

Jomieh peleksanaan | kel 2l ] 205,000,000 1] &0
Prmpinan Tinggi yeng
terfastos —

Jumieh peserta orang |- 2| 20 WHE000000 | 290 164,426,000
woloksi CASN yang
Lius sesus dengan
lormas yang disetigs




indikator Kondisi Kinerja
Ton! ‘Aveal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Sasaran Sasaran (Impact)/ Doerah
Tujuan Assh Kebljakan Keglatan ProgramXegiatan Pn"— Satuan Taron | Tobim Tahun 2019 Tahun 2020 P
4 ~gd 8 g [ Resitsasi o

|Pembenan Teksaays | umeh ASNymg | oreng | W 20 2000000 20| 10,580,000

Pembenan | manenma
PNS yang memill |penghargaen bagi | penghergesn
masa kaqa 10, 20, [PNS yang memilki
30 Tahum masa kena 10, 20, 30

Tawn
Pangebmen dan [T Y Jumish websto yng | webede |- 1 50,000,000 1 49,558,000
Pengembengan | Pengabisen dan dubls dan
Websss Pengambangan @kombanghan
Im Wobsite
Ponnghatan dan | Terlsksananye Jumish penyelesman | kasus | FO ] 45,000,000 5 731,30
Pambinesn Dsipln | Pennghatan dan fasus ASN yang
 Aparatur Sgxl Pembinaan Owipln | indisp
Negars Aparatur Sipl Negara
Pengebisen dan | Terisksananys Jumish jervs data nis 1 70,000,000 1 63,510,100
Pangembangan  [Pengeblaan dan yang tersusun data
Elkironk Sistem | Pengembangen obkiron
Management Ebkironk Sstem .
| Informass Layanan | Management

Informosi Leyenen
Daersh (ESmib) | Krepagawasan

Danesh (E-Senvis)
Ponyusunan NSPK | Teriksananys Jumish NSPK yang Jonit. 2 40,000,000 1 20,340 400
(Norma, Stander,  |Penyusunan NSPK | seless disusun
Prosadur, Kritena) |(Norma, Standar

Prosedur. Kriteris)

Kepegawsien
Workshop Terbksananyn Jumigh ASN yang orng 70 80,000,000 70 70,030,900
Pongembengan | Workshop | mengkutl workshop
Kompatens ASN pengembengan

Kompetansi ASN kompatens ASN
Polatihen | Terbksananys Jumish ASN yong orng n 80,000,000 0 70,184,300
Panguiaran Indeks | Pelathan Penguluran! menglutt pelbithan
Profesonal ASN  |Indeks Profesional | pengukuran indeks

ASN profesionsl ASN
Pembenen Bantuan | Terkksanenys Jumigh ASN Pemkot | arang " 5 § 180,000,000 5| a3
Tugas Belger dan | Pemberian Bantuan | Pangkalpinang yang
Ion Beiger bagl | Tugas Belsar don | menenma bentuen
PNS tzin Beiajer bagl PNS |biays tugas beljer
Program Meningkatnyz | Persentase sparatur 100|100 mr 175,671,100|
Pendidikan Pendidikan yang mengikuti
Kedinasan Kedinasan Pejabat | pendidikan

Strudural kedinasan
Pondidikan dan | Terlsksananys Jumigh PNS yang orng |- 4 5 180,000,000 5| 175571100
pergeogEngan Pendidin dan mengiut) pendidikan
stuktural bags PNS |pengeryangan dan penyngangan

strukdun bagy PNS | strukturl
Program Meningkatrya | Persentase aperatur 100 | 2775,471,000, mzmq
Peningkatan Sumber Daya yang menglkut!
Kapasitas Sumber | Aparstur yang dlidat peninglatan
Daya Aparatur kapasitas sumber
(Teknis) daya aparatur

“



Kondisi Kinerja

Tajoan ! Awal RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tojuan Avah Ketijakan Ml i | ™ P [ Tahun 2019 Taun 2020 s
{outcome) | Keglatan Jawab
(output) L B Rp Reaisasi Rp Realisasi
Sosalsas Tokksaranys | Jumieh sparsur yarg 8 | 200000 @I,
eparstur twolrns aparstlr | reformasl birckres)
lmd- Terkksananys Jumish CASN yang 28 2575471000 | 28| 228852279
bagt CPNS dearsh | Pelathan dasar bagi | menglast pelathan
CPNS deeroh dacar
_6422072.15%0 5,451 ] 2,368 364564 2175/




Tabel 6.1

Rencana Program, dan Pendansan BKPSDMD Kota
IMM ml

Indikator
Kinedfa Tujuan | RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada skhir | Perangkat
Program dan Sasaran (Impacty periode RPJMD Daerah
. o e Kogistan e L] g Tahun 2021 Tahun 2022 Tahon 2023 Penanggung
(outcome) / Kegiatan 21 2020 Javab
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18
Meningkatan Persentase ASN 9700 | 9700 | STO0 98,50 98.00 99.00
disiplin Aparatur yang disiplin
Sipll Negara
(ASN)
Meningketnya Persentase pejabat 77.00 7800 | 7800 78.00 80.00 80.00
Ponataan ASN struktursl yang
Sesual dengan sesuai dengan
Standar kompetensinya
Kompetensi
Program 5,793,695,821 6,037,434,675 6,368,683,000 18,199,813,69¢
Penunjang Urusan
Pemarintah
Daocah
Kabupaten/Kota
Persentase laporan | Jumiah laporan 100 100 100 100 100 100
kinerja dan disampaikan : Jumlah
keuangan yang laporan yang harus
disampaikan tepat | disampalkan x 100 %
wakty
[201] |Porencansan,  |Presentase Jumiah dokumen 100 16,000,000 | 100 18750000 | 100 14000000 | 100 43,750,000
dan Evaluasi penganggaran dan | penganggaran dan
Daerah wakty tepat waktu DIBAGH
Jumiah dokumen
Perencanaan,
penganggaran dan
Evaluasi Kinerja DIKALI
20 Penyusunan Jumiah dokumen 3 6,000,000 1 4,000,000 2 4,000,000 L] 14,000,000
Dokumen RENSTRA/ RENJA
Perencanaan BKPSDMD yang
Perangial Daerah  |lersusun
Koordinasi dan Jumiah dokumen DPA - 1 2,750,000} 1 2,750,000) 1 2,750,000 3 8,250,000
penyusunan BKPSDMD yang
dokumen DPA- tersusun
SKPD




Indikator Kondisi Kinerja Awal
» Kinetja Tujuan / RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinarja pada akhir | Perangkat
Program Sasaran (iImpacty/ periode RPJMD Daerah
e Kegiatan B [T — Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Pananggung
(outcome) / Keglatan 2% 200 Javab
(output) target Rp target Rp Rp target Rp
1 4 5 -] 8 k) 10 1 12 13 14 15 17 18
Koordinasi dan Jumiah dokumen - 1 2,500,000 2,500,000, 1 2,500, 3 7,500,000
penyusunan penubahan DPA
dokumen BKPSOMD yang
perubahan DPA-  |lersusun
SKPD
Koordnas: dan Jumiah laporan 2 2,750,000 2 2,500,000/ 3 2,750,000 7 8,000,000
Penyusunan capa@n kinera dan
Laporan Capaian | khiisar reakisasi
Kinerja dan khtisar |kinesja (LKPJ, LKPJ
Realisasi Kinela  |AMJ, LPPD) yang
SKPD fersusun
Evaluasiknerja  |Jumiah dokumen - 3 2,000,000 3 2,000,000 3 2,000,000 9 6,000,000
perangkal deerah | laporan knena
peranghat daerah
yang lersusun
(dokumen SPIP,
LAKIP, dan RB)
6102062.171| 100|  5107,18A875| 100| 560,183,000  100| 15,568,430,046
Penyedisangall | Jumiah ASN yang B 5,089,562,171 3% 5,004,184 87| 45 5,345 683,000 45| 15,530,430,045
dan tunjangan ASN | menenma gaj dan
tunjangan
Pelaksanaan Jumiah dokumen 1 25000000 1 2500000 1 2,500 3 7,500,000
penatausahaan dan | penataan dan
: - i
keuangan SKPD  |keuangan SKPD
04 |Koordnas dan Jumiah laporan 1 2000000 1 2500000 1 2,000,000 3 6,500,000
Pelaksansan rekonsilias:
Akuntans: SKPD | pelaksanaan
akuntans: SKPD
Koordinasi dan Jumiah laporan 1 S,W.tmw 1 3000000 1 3,000,000 3 9,000,000
penyusunan Keuangan Akhar
laporan keuangan | Tahun SKPD
akhir tahun SKPD

Vi3



Kinerja Tujuan / RPJMD Target Kinerja Program dan Kecangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir | Perangkat
Program dan Sasaran (impacty FormulaR Indikator| Sat periode RPJMD Daorah
. el Keglatan Program Tohoa | Toen Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) | Kegiatan 2% | 208 Jswab
(output) target Rp target Rp Rp target Rp
1 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengelolsan dan | Jumiah Dokumen dokumen 1 2000000, 1 2000000 1 2,000,000§ 6,000,000
Penyiapan Bahan | Tanggapan
Tanggapan Pemerisaan
Pemerksaan
1 30000000 1 3000000 1 3,000,000 9,000,000
0] 400000 00| 4000000, 100 100 12000000
Penyusunan Jumiah dokumen Dokumen 1 2.000,000] 1 2,000,000f 1 2,000,000% 6,000,000
perencanaan perencanaan
kebutuhan barang | kebutuhan barang
milik daersh SKPD | milik daerah SKPD
Rekonsiiasi dan  |Jumniah laporan Laporan 1 2,000,000 1 2,000,000| 1 2,000,000{ 6,000,000
Penyusunan barang miik daerah
Laporan Barang | yang dsusun
Milik Daerah pada
SKPD
Persentase ASN Jumiah pegawal yang % 100 100 100 100 100 100
yang memenuhi memenuhi standar
standar —
Jumiah seluruh pegawai x
ol pada unit kedanya (100 %
o1 [208 Jumiah layanan % 100 56000000 | 100| 100,000,000 | 100 7000000 | 100 243,000,000
administrasl
Kepegawaian DIBAG jumiah
layanan administras!
Kepegawaian yang
dlanggarkan DIKALS 100
Peningkatan Jumish sarana dan unit of 1 25,000,000| 1 20,000,000 45,000,000
Sarana dan prasarana disipin
Prasarana Disiplin | pegawai
Pegawa:

vik4



Indikator Kondisi Kinerja Awal
o Kinerja Tujuan | RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir | Perangkat
B Sasaran (impacty periode RPJMD Daerah
Kegiatan o ey Eea Yohon | Tehun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) / Kegiatan 2019 2020 Jawab
(outputy target Rp target Rp target Rp target Rp
4 5 8 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18

Pengadaan pakalan | Jumish pakaian dnas Stel % 31000000| 47 35000000 46 32000000, 139 88,000,000
dnas beserta beserta
atribut perlengkapannys
kelengkapannya  |yang diadakan
Pemulangan Jumiah Pemulangan Orang 2 10,000 3 15000000 2 10,000,000f 7 35,000,000
Pegawai yang ASN yang meninggal
meninggal dalam | dunia
Melaksanakan
Tugas
Pendidikan dan | Jumiah pegawal yang Orang 5 15000000 5 25000000| 5 25,000,000 15 65,000,000
pelatihan pegawal | mengikuti Diklat
berdasarkan lugas |sesua tugas dan
dan fungsi fungsi

% 100 100 100 100 100 100

% 0| 1560965 00| 182500000 10|  ZI0000000|  100| 818133880

Jenis 1 10,000,000 11 15000000 11 15,000,000 3 40,000,000

sel 12 5000000 12 10,000000f 12 10,000,000 3% 25,000,000

jens 4 m.soo.mow 4 2000000 4 25.@,&!1 7 70,500,000

ViiLs



Indikator
Kinera Tujuan / M::u[ VDN PR G Kt ORI Kondisi Kineria pada aknir | Perangkat
Programdan | Sssaran(mpact | oo o dkator| St periode RPJMD Daorah
o Kegliatan Program Yohun | Tahun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) | Kogiatan 20t | %9 Javab
(outputy target Rp target Rp target Rp target Rp
3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13 14 15 18 17 18
|05 |Panyedkaan Barang | Jumiah Barang Set 14 10,000,000f 14 15,000000] 14 15,000,000/ Q 40,000,000
Cetakan dan Cetakan dan
Panggandaan Penggandaan yang
disediakan
06 |Penyecisan Bahan |Jumiah Banan Bacsan koran 3 5000000 3 5000000 3 5,000,000 [} 15,000,000
Bacaen dan dan Peraturan
Peraturan Perundang-undangan
Perundang- yang disadiakan
undangan
00 |Penyelenggaraan |Jumish Koordinasi kak 20 75133650 35 100000000 35 125,000,000 90 300,133,650

Rapat Koordinast | dan Konsultas: yang
dan Konsultas ditakukan

SKPD

10 [Penatausahaan  |Jumish arsip dinames berkas - - 50 12,500,000{ 50 15,000,0004 100 27,500,000
Arsp Dinamis Pada |yang ditats
SKPD

% 100 100 100 100 100 100
% 00| 30000000 100  0000000| 100] ‘w“"j 100 135,000,000
05 |Pengadaan Mebel |Jumish meubele: Unt 0 1 200000000 4 20,000,000( 5 40,000,000
yang disadiakan
06 |Pengadaan Jumish peralatan dan unit 0 4 0 4 1 10,000,000 1 10,000,000
Peralatan dan mesin lainnya yang
Mesin Lannya dhsechakan

vie



Indikator
Kinerfa Tujuan RPJMD Torget Wnoa Progrm don Honsaghs Pundonses Kondisi Kineda pads akhir | Perangkat
Program dan Sasaran fmpact)/ periode RPJMD Daersh
e Kegiatan o e =i = Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) / Kegiatan 2018 2020 Jawab
(outputy target Rp Rp target Rp target Rp
1 4 5 6 8 ] 10 1 13 14 15 16 17 18
07 |Pengadaan Aset  |Jumiah Aset Tetap 2 30,000,000 10000000f © 3 40,000,000
Tetap Lainnys Lainnya yang
dsedakan
10 |Pengadaan sarana |Jumiah sarana dan 0 3 20,000,000 3 20,000,000
dan prasarana prasanana gedung
@edung kanior atay |kantor atau bangunan
bangunan lainnya | lainnya yang dadakan
(lermasuk tambah
days)
11 |Pengadsan sarans |Jumish sarana dan 0 4 2 25,000,000 2 25,000,000
dan prasarana prasarana pendukung
pendukung gedung | gedung kentor atau
kantor atau bangunan lainnya
bangunan lainnya | yang diadakan
Persentase Jumish kebutuhan adm 100 100 100 100
= y
kebutuhan torpenuhi : Jumiah
administras Kobutuhan administrasi
perkantoran perkantoran yang di
rencanakan x 100 %
Daerah an DIKAL! 100
01 |Penyeckaan Jasa |Jurnlah surat yang 0 5000000, 50 5,000,000 100 10,000,000
Surat Menyurat tertatn
02 |Penyediaan Jasa |Jumiah aparatur % 110,000,000( 150000000/ 46 125,000,000{ “% 385,000,000
Komunkas:, intermal BKPSOMD
Sumber Daya Ar | yang terdayani
dan Listrk
03 |Penyeciaan Jasa |Jumiah persistan den 12 10,000, 30000000 15 17,500,000} 53 57,500,000
Peralatan dan periengkapan kantor
Parlengkapan yang diparbaiki
Kantor

VL7



Indikator
" Kinerja Tujuan / RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir | Perangkat
Program Sasaran (impact) Formula/Rumes Indikator| Satuan periode RPJMD Daerah
Keglatan Tohun | Tohun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) / Kegiatan 2019 2020 Jawab
foutputy target Rp target Rp target Rp target Rp
4 5 8 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan Jasa | Jumiah sparatur orang 48 200,000,000{ 48 210000000 46 215,000,000, % 625,000,000
Pelayanan Umum  |internal BKPSOMD
Kanior yang leriayani
% 100 100 100 100 100 100
* 10 mi_i 257000,000] 100 602,000,000
Unat 1 40000000( 1 65000000 1 65,000,000 1 170,000,000
Unit K 75000000 4 110000000f 4 110,@.0«3‘ 4 295,000,000
Unit 0 0 1 5,000,000| 1 5,000,000
peraiatan dan mesin lainnya yang
mesn lannya dpelihara
Pemaltharaan asel |Jumiah aset tetap Unit 0 1 5000000 1 2,000,000| 2 7,000,000
tetap lainnya lannya yang
dipebhara

a



Kinerja Tujuan /

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD

13

10 1
1 25,000,000

25,000

1 25,000,000

1"

bilftasi sarana dan

pendukung gedung
kantor atau

bangunan lainnya

]KB’EGAWMAN

1,147,000,000

4,117,500,000

20,000,000/

75,000,000

75,000,000

170,000,000

vie



Indikator Awal
Kinerja Tujuan / M:: Target Kinerja Program dan Kerangka Pendansan Kondisi Kinedja pada akhir | Perangkat
Programdan | Sasaran fmpacty | o Indikas periode RPIJMD Daerah
. Keglstan Yohuo | Tehuo Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Pananggung
(outcome) / Keglatan an | 20 Javab
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
4 5 6 8 9 10 1 12 13 14 15 18 17 18
- 103 |Koordinasi dan Jumiah CASN yang 150 5000000, 165 250000000 165 25,000, 300 55,000,000
Fasiitas: dangkat menjadh ASN
Pengadaan PNS
dan PPPK
068 |Koordnasi Jumish SK pensun 100 50000000f 100 70,000 110 80,000,000 310 200,000,000
peiaksanaan yang dierbikan
administras
pemberhentian
08 |Fasitasilembaga |Jumiah pelsksanaan 3 100,000,000 3 110,000,000 125,000, 9 335,000,000
profesi ASN perayaan HUT
KORPRI
08 |Perumusanbahan |Jumiah data 3,000 :moooooor 3000 350,000,000 3,000 350,000000] 3000 1,050,000,000
kebrakan pelayanan
pengelolaan data | kepegawaian yang
dan informasi ASN | dkelola dalam apikasi
SAPK dan e-smie
10 |Pengelolaan Swstem| Jumiah webste yang 1 55,000/ 1 70,000,000 75,000,000{ 1 200,000,000
Informas: dikelola dan
Kepegawaian dkembangkan
n liwuu Jumiah data 200 5,000, 20 70,000000] 265 75,000, 715 210,000,000
Kepegawaan kepegawaien yang
dkelola
Raslo pegawai Jumiah pegawai PNS 668 TO04| 706 75 78 78
fungsional fungsional (diuar gury
dan tonaga kesehstan):
seluruh jumiah pegawai
pemerintah (PNS tidak
tormasuk guru dan
tenaga kesehatan) x 100
%
_Tn-ga dave [Jomiah o000 10| ATM00M| 100 00006008 10| eTs00m
dianggarkan dikali 100
01 |Pengeiolaan Mutas: | Jumiah PNS yang 15 1450000000 20 150,000,000 B 155,000,000 0 450,000,000
ASN mengikut seleksi
mutasi dan seleks:
jabatan prmpinan
tngg

Vil-10



Tujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondis| Kinerja pada akhir
periode RPJMD

1

13

600 50,000,000

600] 85,000,000

600 70,000,000§

6 65,000,

72,500,000/

2 212,500,000

sertifikat kompetensi :
seluruh jumiah pegawal

g

50 15,000,000

100

100,000,

125 125,000,000

dan Sertifikasi ASN

40,000,000

100 50,000,000

e
ASN

Jumiah ASN Pemiot

biaya tugas belsjar

5 125,000,000

10

130,000,000

15 135,000,000

»



Indikator Kondisi Kinerja Awal
Kinerfa Tujuan / RPJMD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja paca akhir | Perangkat
Program dan MMF (R Indikator| Sat periode RPJMD Daerah
Keglatan Program Tebun | Tehun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
{outcome) | Keglatan 2t | 20 Jawab
(output) target Rp target Rp target Rp target Rp
4 5 [] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 |Fasiitasi Jumiah ASN yang Orang ) 25,000,000) 0 250000000 30 25,000,000 %0 75,000,000
Pengembangan  |dianglat dalsm
kary dalam jsbatan |Jabatan Fungsional
fungsonal
dan [ Jumiah ASN yang dinilal | % 100 77,000,000  100] 100 93,000,000] 100 255,000,000
Kinerja | pelaksanasn n dievaluasi dibagl
dan ah ASN yang
Kinerja ASN untuk
dikall 100
02 |Palaksanaan Jurmiah ASN yang arang 3,000 36,000,000 3050 40000000| 3075 45000000( 3,075 121,000,000
{penilaian dan akan dinilai (IP ASN)
evaluast kinena dan devaluas kinesja
aparatur aparatut
04 |Pengelolaan Jurmigh ASN yang orang 200 21,000,000 | 200 22500000 | 200 23,000,000 600 66,500,000
pembanan menenma
penghargaan bagl |penghargaan
pagawar
08 |Pangelolaan Jumiah penyelesaian Kasus 5 200000000 5 225500000 5 25,000,000 15 67,500,000
penyelesaian kasus ASN yang
ASN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program 582,000,000 1,175,000,000 900,000,000 2,657,000,000
Pengembangan
Sumber Days
Manusie
Persentase ASN  |jumiah ASN yang 6054 | 6541 | 77.00 T8.00 79.00 79.00
yang mompunyai | mempunyai kapasitas
Kkapasitas dan dan komptensi yang
kompetensi duduk disatu jabatan
ASN yang
mendudukl jabatan x 100
%
Pongembangan | Persentase ASN ASNyang % 100 167,000,000 | 100 175,000,000 | 100 200,000,000 | 100 542,000,000
Teknio "
kompetansi teknis | kompetensi dibagi target

Vil12



Indikator Kondisi Kinerja u]
s Ampact periode RPJMD Daerah
e Kegiatan fiign  [TRRITRRI| - Tehun | Tohun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Penanggung
(outcome) / Kegiatan 010 | 2020 Javab
target Rp targot Rp target Rp target Rp
3 4 5 8 7 8 [) 10 1 12 13 14 15 16 17 18
03 |Penyelenggarsan |Jumiah ASN yang Orang 100 167,000,000 | 100 175,000,000 | 125 200,000,000 326 542,000,000
pengembangen [ mengikuti
kompetensi tekns  |pengembangan, ujl

i
|
i
si
|
.E.

Orang 2 415000000] 150 1,000,000,000{ 0 700,000,000 200  2,115,000,000

7 821 8,640 904 875 8,801,683 000 24,974 313 606

VI3



SKPD

]BKPSDHD

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSOMD Kota Panghaipinang
Indikator Kondisi Kinerla Awal| Target Kineda Program dan|  Kondisl
Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pada | Perangkat
Tujuan Sasaran o | ot e | St Ompac. | pormutaiRumus Indikator Tabun | Tahun | Tahan | "X parode —
{outcome) | Keglatan '::; ';" 2021 | 2022 | 2023 Javab
(outpu target | target | target |  target
1 2 3 * 5 6 8 9 10 1 12 13 14
Moningkatan Persentase tingkat 9700 | 9700 9700 | 9850 | 99.00 $9.00
disiplin Aparatur disiplin ASN di
Sigll Negara Instans! Pemerintah
(ASN)
Terlaksananya Persentase pojabat .00 78.00 7800 | 79.00 | 80.00 80.00
Penataan ASN struktural yang
Sesual dengan sesual dengan
Standar kompetensinya
Kompetansi
Program
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Persentase laporan | Jumiah laporan yang 100 100 100
penyampalan kineda dan disampaikan - Jumiah
Inporan kinerja dan | keuangan yang laporan yang harus
keuangan Perangkat| disampaikan tepat | disampaikan x 100 %
Daorah topat wakty |wakty
Perencanaan, Terlaksananys Persentase Jumlah dokumen 00| 100 100 100
Penganggaran,  |perencanaan, Perencanaan, Perencanaan,
dan Evaluasl penganggaran dan | penganggaran dan | penganggaran dan
Kinerja Perangkat |evaluasi kinerja Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja disusun
Daerah perangkat daerah  |tepat wakty tepat waktu DIBAG!
Jumiah dokumen
Porencanaan,
penganggaran dan
Evaluasi Kinerja DIKALI
100
Penyusunan Terlaksananys Jumiah dokumen 3 1 2 6
Dokumen Penyusunan Renstra | RENSTRA/ RENJA
Perencanaan dan Renja Perangkat | BKPSOMD yang
Perangkat Daerah |Daerah te
Koordinas dan Tersusunnya Jumish dokumen DPA 1 1 1 3
penyusunan dokumen DPA BKPSDMD yang
dokumen DPA- lersusun
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Indikator MMMII‘mMmh Kondisi
. Kinerfa Tujuan / RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pads | Perangkat
Tujuan Sasaran """"m l'nu:::i- "‘":::"‘" FormulaRumus Indikator Tahun [ Tahun | Tabun | “ar potiode '.::'
Tehun | Tahun 2021 | 2022 | 2023
(outcome) | Kegiatan 2019 2020 Javab
{output) target | target | target | target
1 2 3 K 5 8 8 9 10 1 12 13 14
Koordinasi dan Tersusunnya Jumiah dokumen 1 1 1 3
penyusunan dokumen pentahan | perubahan DPA
dokumen DPA BKPSOMD BKPSDMD yang
perubahan DPA- farsusun
SKPD
Koordnas: dan Terlaksananya Jumlah lsporan 2 2 3 7
Penyusunan penyusunan capasan kinena dan
Laporan Capaian  |ovalussi perangkal | khiisar reaksas:
Kinerp dan ikhtisar |deerah kinetia (LKPJ, LKPJ
Reafisasi Kinerja AMJ, LPPD) yang
SKPD
Evaluas kinena Terlaksananya Jumiah dokumen 3 3 3 s
perangkat daerah Mwwm
evaluasiperangkal  (perangkat daerah
daerah yang lersusun
(dokumen SPIP,
LAKIP, dan RB)
Administrasi Terlaksananya Persentase Jumiah laysnan 100, 100 100 100
Ilb-p adminisrasi terpenuhinya administrasi Keuangan
Perangkat Daerah |keusngan perangkat | Kebutuhan yang tertangani DIBAG!
daerah Administrasi Jumiah layanan
Keuangan administrasi Keusngan
yang dianggarkan DIKALI
100
Penyecaan gaj | Terlaksananya Jumiah ASN yang » » 45 %
dan tunjangan ASN | pembayaran gaji dan | menerima gajl dan
funjangan ASN tunangan
Pelaksanaan Terlsksananya Jumiah dokumen 1 1 1 3
penalausahaan dan | penataan dan penataan dan
pengujian verifkas: | penguianivertfikasl  |pengujlaniverfikas:
keuangan SKPD | dokumen keuangan | keuangan SKPD
Koordinast dan Tersusunnya laporan |Jumiah laporan 1 1 1 3
Pelaksanaan rekonsdias: rokorsias
|Akuntansi SKPD | pelaksanaan pelaksanaan
akuntans SKPD akuntansi SKPD
Koordnas dan Tersusunnya Jumish kaporan 1 1 1 3
penyusunan Pelaporan Keuangan |Keuangan Akhir
laporan keuangan | Akhir Tahun Tahun SKPD
akhir tahun SKPD
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Kondisi Kinerja ~ITMMM~

Indikator Kondisi
- Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangks Pendansan | Kinerja pada | Perangkat
T e | popeanaga | g | o i T[T T | R |
Tahun | Tahun 2001 | 2022 | 2023
(outcome) / Kegiatan pomy 2020 Javab
(output) target | target | target |  target
1 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14
Pengelolsan dan | Tersusunnya Jumiah Dokumen 1 1 1 3
Penyiapan Bahan  |dokumen tanggapan | Tanggapan
Tanggapan pemerksaan Pemerksaan
Pemerksaan
Koordinasi dan Tersusunnya Laporan | Jumish Laporan 1 1 1 3
penyusunan Keuangan Bulanary | Keuangan Bulanary
laporan keuangan | Semesteran Semesteran SKPD
bulanantriwulanan/
semesteran SKXPD
Administras Terlaksananys Porsontase Jumiah layanan 100, 100 100 100
Barang Milik administrasi barang | terpenuhinya administrasi Barang Millk
Daersh Pada milik deerah pada | Administrasi Barang | Daerah yang tertangani
Perangkat Dserah |perangkat daerah | Milik Daerah DIBAG! jumiah layanan
administrasi Barang Millk
Daerah yang dianggarkan
DIKALI 100
Penyusunan Tersusunnya Jumiah dokumen 1 1 1 3
perancanaan lm perencanasn
kebutuhan barang  |kebutuhan barang  |kebutuhan barang
milk daerah SKPD |milk dserah SKPD | milk daerah SKPD
Rekonsiliasi dan | Tersusunnya laporan |Jumiah laporan 1 1 1 3
Peanyusunan rekonsilias: dan barang milk daerah
Laporan Barang  |penyusunan laporan | yang disusun
Milik Doerah pada | barang milk deerah
SKPD
Terpenuhinya ASN |Persentase ASN Jumiah pegawai yang 100 100 | 100
yang memenuhi yang memenuhi memenuhl standar
standar standar homptensi/kualifikas) -
kompetensikuaitfika | kompetensi/kuaitfika seluruh pegawal x
ol pada unit kerjanya | sl pada unit kerjanya 100 %
Administrasi Torlaksananya Porsentase Jumiah layanan 100 100 100 100
Kepegawaian adminletrasi terpenuhinya administras|
Perangkat Dasrah | kepegawaian Administrasi kepegawaian yang
perangkat daersh | Kepegawalan tertangani DIBAG! jumiah
lsyanan administrasi
Kepegawaian yang
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Indikator MMM]!MHM-& Kondist
Kinerja Tujuan | RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pada | Perangkat
e 'w m:m-u— | o s o Tahun | Tahun | Tahun ‘::.m
Tahun | Tahun 200 | 22| 20
(outcome) / Keglatan 2018 2020 Jawab
foutputy target | target | target | target
1 3 4 5 8 8 9 10 1 12 13 14
Peningkatan Tersedianys sarana | Jumiah sarana dan 1 1 2
Sarana dan dan prasarana dsiplin| prasarana dsipin
Prasarana Disipin | pegawai pegawai
Pegawa
Pengadaan pakaian| Tersedianys pakaian | Jumiah pakaien dnss 4% 47 44 139
dinas beserta dnas beserta besenta
atrout perlenghapannya | perengkapannya
kelengkapannys yang diadakan
Pemulangan Terlaksananya Jumiah Pemuangan 2 3 2 7
Pegawai yang Pemulangan Pegawai|ASN yang meninggal
meninggal dalam | yang meninggal dunia
Melaksanakan dalam Melaksanakan
Tugas Tugas
Penddkan dan | Terlaksananya Jumiah pegawa! yang 5 5 5 1%
pelatihan pegawai | Pandhdian dan mengikuti Didat -
berdasarkan lugas |peiatihan pagawal | sesuai tugas dan
dan fungs berdasadkan fugas  [fungsi
dan fungs!
Terpenuhinya Porsentase Jumlah kebutuhan adm 100( 100{ 100
kebutuhan terpenuhinya perkantoran yang
administrasi kebutuhan terpenuhi : Jumiah
perkantoran administrasi kobutuhan administrasi
perkantoran perkantoran yang di
rencanakan x 100 %
Administrasi Terlaksananys Persentase Jumish layanan 100 100 100 100
Umum Perangkat |administrasi umum |terpenuhinys administrasi Umum yang
Daersh perangkat daorah  |administrasi Umum  |tertangani DIBAG jumiah
layanan administrasi
Umum yang dianggarkan
DIKALI 100
Penyedaan Terlaksananya Jumiah Komponen " 1" 1" n
Komponen Instalasi | iayanan Penyedisan | Instalas: Listrik/
Lisinik/ penerangan |Komponen Instalas | penerangan
Bangunan Kantor  |Listri/ penerangan | Bangunan Kantor
Bangunan Kankx | yang diseciiakan
Penyedaan Tedlaksananya Jumiah Peralatan 12 12 12 36
Paralatan Rumah  [layanan Penyedisan | Rumah Tangga yang
Tangge Peratatan Rumah
Tangga
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Indikator Kondisi Kinerja Awal| Target Kinerja Program dan|  Kondisi
. Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendanaan | Kinerja pada | Perangkat
Program Sasaran Sasaran (impacty akhir periode Daerah
Tojuan Formuta/Rumus Indikator Tahun | Tahun | Tahun
ol e e  aoion Tobun | Tohun | 2021 | 022 | 20a3 | "PMO | Perenegun
2019 2020
target | target | target target
1 3 4 5 6 8 < 10 1 12 13 14
Penyediaan bahan | Teraksananya Jumiah jens tahan 4 4 4 12
logistk kantor lasyanan Penyediaan |logistik yang
bahan logestk Kantor | disediakan
Penyodiaan Barang | Tersksananya Jumish Barang " 1 " @
Cetakan dan laysnan Penyediaan | Cetakan dan
Penggandaan Barang Cetakan dan | Penggandaan yang
Penggandaan diseckakan
Penyedsan Bahan | Teraksananya Juméah Bahan 3 3 3 L]
Bacaan dan layanan Penyediaan |Bacaan/ Buku
Peraturan Bahan Bacaar/ Buku | Peraturan Perundang-
Perundang- Peraturan Perundang{ undangan yang
undangan undangan disochakan
Terisksananya Jumish Koordinas 2 ¥» 3 %0
Rapat Koordinas | layanan Rapat-rapat | dan KonsuRasi yang
dan Konsuftas: Koordinas: dan diakukan
SKPD Konsultas: Keluar
Daerah
Penatausahaan | Teriaksananya Jumiah arsp dinams 50 50 100
Arsp Dinames Pada | Pengelolaan yang dtata
SKPD Porsuratan dan Arsp
Terpeashinya Persontase sarana | Jumiah sarana dan 100 100 | 100
sarana dan dan prasarana prasarana dalam kondisi
prasarans aparatur | aparatur dalam baik : jumish sarana dan
dalam kondisi baik | kondisi balk prasaran yang tersedia x
100 %
Pengadaan Tortaksananya Porsentase Jumiah Sarana dan 100| 100 100 100
Milik Daorah pengadaan barang  |terpenuhi prasarana aparatur yang
Penunjang Urusan | milik deerah Barang Milik Daerah |tersedia DIBAGI dengan
Pemaerintah penunjang urusan Jumiah sarana dan
Daerah pemorintah daerah prasana yang dibutuhkan
DIKALI 100
Pengadaan Mebel | Tersedianya Jumiah meubeier 0 1 4 5
maubeleur yang dadakan
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Indikator Kondisi Kinerja Awal| Target Kinerja Program dan|  Kondial
- Kinedja Tujuan | RPJMD Kerangka Pendanaan Kinerja pada | Porangkat
Tujuan 'II'I '“ o '.:-” ‘“' mpact Formula/Rumus Indikator Tabun | Tahun | Tahun akhir periode stona
Tohun | Tahun 2021 | 2022 | 2022 RPJMO Pty
(outcome) | Kegistan 2019 2020 Jawab
(outpu target | target | target | target
1 3 4 5 6 8 9 10 1 12 13 14
Pengadaan Tersedannys Jumiah peraiatan dan 0 0 1 1
Peralatan dan peralatan dan mesin | mesin lainnya yang
Mesin Lainnys lainnya diadaian
Pengadaan Asel | Terseciaanya aset  |Jumish Asst Tetap 2 1 0 3
Tetap Lainnya tetap lainnya Lainnya yang
cisediakan
Pengadsan sarana | Teraksananyn Jumiah sarana dan 0 0 3 3
dan prasarana pengadsan sarana | prasarang gedung
gedung kantor atau | dan prasarana kantor atay bangunan
bangunan lsinnya  |gedung kantor atau | lainnya yang diadakan
bangunan lannya | (termasuk tambah
{lormasuk tambah | daya)
daya)
Pengadaan sarana | Teriaksananya Jumiah sarana dan 0 0 2 2
dan prasarana pengadaan sarana  |prasarana pendukung
pendukung gedung |dan prasarana gedung kantor ateu
kantor atay pendukung gedung | bangunan kainnya
bangunan lainnys | kantor atau bangunan | yang dadakan
lainnya
Terpenuhinya Persentase Jumiah kebutuhan sdm 10| 100/ 100
kebutuhan terpenubinya perkantoran yang
administras kebutuhan torpenubi : Jumish
perkantoran adminietras| kobutuhan administrasi
perkantoran perkantoran yang di
rencanakan x 100 %
Penyediaan Jasa | Todaksananya jasa |Persontase Jumiah layanan Jasa 100 100 100 100
Penunjang Urusan | penunjang urusan | Terpenuhinya torpenuhl DIBAGI jumiah
Pemerintah pemorintah daerah Penyedisan Jasa  |layanan Jasa yang
Daerah WMMM
Penyeciaan Jasa | Teraksananya Jumish sural yang 0 50 50 100
Surat Menyurat layanan jasasurst  |lortata
menyurat
|Penyedisan Jasa |Teriaksananya jasa | Jumiah aparatur 46 46 46 46
Komunkast, komunikas:, sumber | intemal BKPSDMD
Sumber Daya Ar  |daya air dan ksirk | yang terlayani
dan Listrik
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Indikator MMM[YMMM& Kondis!
- Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendanaan Kinerja pada | Perangkat
Tojuan o W""" Sesaran fmpect | muta/Rumus Indiketor| Setusn Tabun | Tahon | Tahun | “sPoriode h:‘:'
Tahun | Tahun 2021 | 2022 | 2023
(outcome) / Kegiatan 201 2020 Jawab
(output) target | target | target |  target
1 3 4 5 8 7 8 ] 10 11 12 13 14
Penyedisan Josa | Terlaksananya Jumiah peraiatan dan unt 12 % 15 83
Peraiatan dan layanan jasa periengkapan kanfor
Periengkapan perbaikan peralatan | yang dperbaki
Kanlor kera
Penyadigan Jasa | Teriaksananya Jumiah sparatur orang 46 46 4% “®
Pelayanan Umum | layanan jasa internal BKPSDMD
Kantor pelayanan umum yang lerayani
kantor
Terpenuhinya Persentase sarana | Jumiah sarana dan % 100 100 | 100
samana dan dan prasarana prasarana dalam kondisi
prasarana aparatur | aparatur dalam baik : jumiah sarana dan
dalam kondiel baik | kondisl baik prasaran yang tersedia x
100%
Pemeliharaan Torlaksananya Porsentase Jumiah sarana dan % 100, 100 100 100
Barang Milik Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana datam kondis|
Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah | Barang Millk Daerah | baik : jumish sarana dan
Urusan Penunjang Urusan | Penunjang Urusan  |prasaran yang tersedia x
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan 100 %
Daorah Daerah Daerah
Penyedaan Jasa | Teriaksananya Jumish kendaraan Unit 1 1 1 1
Pemeliharaan Penyedasn Jasa percrangan
Biaya Pemeliharaan| Pemeliharaan, Biaya |dinaskendaraan dinas|
dun Pajak Pemeliharasn dan  |jabatan yang
Kendaraan Paak Kendaraan dpelihar
Pesorangan Dinas | Perorangan Dines
atsy Kendaraan  |atau Kendaraan
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
Penyeciaan Jasa | Teriaksananya Jumiah kendaraan Unit 4 Kl 4 4
Pemeliharsan Penyediaan Jesa  |dinas operasional
Biaya Pameliharaan, Biaya |lapangan yang
Pemeliharaan Pemeliharaan, Pajek | dipelihars
Kendaraan Dinas | Kendaraan Dinas
Operasional sty |Operasional atau
Lapangan Lapangan
Pemefiharaan Terpeliharanya Jumiah peraiatan dan Untt 0 0 1 1
peralatan dan peralatan dan mesin | mesin iainnya yang
mesin lainnya lmnnya dipashara
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Indikator MMMI!MMW& Kondisl
- Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pada | Porangkat
e Kegatan | Program¥egistan P — Tavan [T Tabo | "0 700 | g
(outcome) | Kegiatan ';; T | w1 |32 | w9 b
target | target | target target
1 3 4 5 [ 8 9 10 12 13 14
Pemeliharaan aset |Terpeliharanya aset | Jumiah aset tetap 0 1 2
letap lainnya ietap @innya lannya yang
dipelihara
Pemeliharaan/Reha | Terpeliharanya Jumish gedung 1 1 1 3
biltasi Gedung Gadung Kantor dan | kanforbangunan
Bangunan Lannya dpethara
Pemeliharaan/Reha | Terpesharanya Jumiah sarana dan 0 0 1 1
bilitas: sarana den  |sarana dan prasarana|prasarana gedung
prasarana gedung |gedung kantor atau | kantorbangunan
kantor atau bangunan lamnya | lannya yang
bangunan lainnya dipeihara
Pemelihataan/Reha | Terpeliharanya Jumish sarana dan 0 0 1 1
biitas sarana dan | sarana dan prasarana| prasarana pendukung
prasarana pendukung gedung | gedung
pendukung gedung |kantor atau bangunan | kantorbangunan
kantor atsu lannya lainnya dpelihara
bangunan lainnya
KEPEGAWAIAN
Program
Kepegawaian
Daerah
Terpenuhinya Raslo pegawal Jumlah pegawai 100 100 | 100 100
Penempatan pendidikan tinggl | Pendidikan PT ke atas :
Pegawai dan menengah/ pegawal dengan
berdasarkan jonjang (dasar (PNS tidek | peadidikan SMA ke
pendidikan tormasuk guru den | bawah x 100 %
tonaga kesehatan)
M Terlaksananya Persentase Jumiah data/pelaksana 100 100 100 100
Pemberhentian | pengedaan, pelaksanasn pengadaan,
dan Informasi pemberhentian dan |pengadaan, pemberhentian dan
Kepegawaian ASN |informasi pemberhentian dan | pemberian informasi
kepegawaian ASN | pomberian informasi | kepegawaian ASN dibagi
kepegawalan ASN -‘:nmu
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Indikator MMM]TMMM& Kondisl
- Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pads | Perangkat
Tuuan ""l;_ 'M"'"-— Sesaran fmpactl | - ste/Rumos Indikator v e [ "::f" Lo
{outcome) | Keglstan Tahua | Tehun | 2001 | 2022 | 2023 Jowab
019 2020
(output) target | target | target |  target
1 3 4 5 8 8 9 10 11 12 13 14
Penyusunan Terpenuhinya ASN | Jumish ASN yang 0| 1685 165 300
rencana kebutuhan, | yang lulus sesual lulus sesual dengan
jenis, dan umiah  |formas yang diajukan | formas! yang diajukan
jabatan untuk
pelaksanaan
pengadasn ASN
Koordinas: dan Jumish CASN yang 1% 165 165 300
Fasitas Jumiah CASN yang | dlangkat menjack ASN
Pengadaan PNS  |disngkat menjadi
dan PPPK ASN
Koordnas: Jumiah SK pensiun 100| 100 100 300
pelaksansan Terpenuhinya 5K |yang diterbitan
adminstrasi pensiun yang
pemberhentan diterbiian
Fasilitas lembaga Jumlah pelaksanssn 3 3 3 L]
profes ASN Tertaksananya perayaan HUT
pelaksanaan HUT  |KORPRI
KORPRI
Perumusan bahan |Tempenuhinys data [ Jumish data 3000 3000( 3000 3,000
Kebiakan petayanan pelayanan
pengeioman dala  |kepegawaian yang | kepegawasan yang
dan informasi ASN | dkelols datam dikeioka dalam aplikasi
aplikasi SAPK dan o- [SAPK dan e-smie
smile
Pengeloiaan Sstem | Terlsksananya Jumish website yang 1 1 1 1
Informast pengelolaan dan dikeloka dan
Kepegawaian pengembangan dkembangkan
website
Pengelolaan Data | Terlaksananya Jumish data 20| 30| 265 5
L f— [
-
Terpenuhinya Rasic pegawal Jumlah pegawal PNS 6.66/ 7 705 15 78 78
pegawal fungsional fungsional (dliuar gury »1
fungelonal dituar dan tenaga kesohatan).
guru dan tenaga seluruh jumiah pogawai
kesohatan pemerintah (PNS tdak
guru dan
kesohatan) x 100
Mutasi dan Teraksanannya Persentase Pm 100 100 100 100
Promosi ASN mutasi dan promosl | pelaksanaan mutas! | mutasi dan promos!
ASN dan promosi ASN | dibagl target
ASN/pelaksanaan yang
dianggarkan dikall 100
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Indikator Kondisi
- Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendansan | Kinerja pada | Perangkat
Kegistan | Programegistan | Program | FomuiaRumus ndikator Tatan b Tabon | 0 | g
(outcome) / Kegiatan Tahun | Tehun | 2021 | 2022 | 2023 Javab
(outputy o e
target | target | target target
3 4 5 (-] 8 9 10 1 12 13 14
Pengelolaan Mutasi | Terlsksananya PNS | Jumiah PNS yang 15 20 Y] 80
ASN yang mengikuti mengikut selekes:
seleks mutasidan  |mutasi dan seleksi
seleks @batan jabatan pimpinan
pimpinan tinggi gQ
Pengelolsan Terpenuhinys SK Jumiah SX pangicat 600| 600 600 1,800
kenakan pangkat  |Pangkat ASN yang  |ASN yang diterbitian
ASN diterbitkan
F‘w Tertaksananya Jumiah pelsksanaan 6 " 12 2
promosi ASN pelaksanaan Pembinaan Karir PNS
pembinaan karis PNS
Terpenuhinya Rasio jabatan Jumiah pegawai 100 100 100 100 | 100 100
Jumish Pegawal | fungsional yang fungsional yang memiliki
Fungeional yang | bersertifikat sertifikat kompetens| -
momiliki sertifikat | kompetensi soluruh jumiah pegawai
kompetensi fungsional (PNS Sdak
termasuk guru dan
tenaga kesehatan) x 100
%
Pengembangan | Tertaksananya Persantase Jumiah ASN yang 100| 100 100 100
Kompetensi ASN  pengembang peiaksanaan mengikutl
kompetensi ASN | pengembangan pengembangsn
kompetensi ASN | kompetens! dibagi
Jumiah Target ASN yang
dlanggarkan dikall 100
Peningkatan Terlaksananya ASN | Jumish ASN yang S| 100 12 s
Kapastas Knena | yang mengiati mengiut Sosaiisas!,
ASN Scsiaksasi, upan ujian dinas dan
dings dan tambahan  |tambahan masa kerja
masa kena untuk uniuk peningkatan
peningkatan Kapasitas kinerja ASN
kapasitas lneqa ASN
Pengeloaan Terlaksananya Jumish ASN yang 100 100 200
Adminkstrasi Dikiat | Pengeiolaan punys sertfikas
dan Sertfiasi ASN | Adminstrasi Didat
dan Sertfikasi ASN
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Indikator Kondisl Kinedja Awal| Target Kineja Program dan|  Kondis!
Kinerja Tujuan / RPJMD Kerangka Pendanasn Kinerja pada | Porangkat
Tujuan Program dan Sasaran Sasaran fmpachl | Rumus Indikator v remy e dl.u: Daerah
(outcome) / Kegiatan Tohus | Tohun | 2021 | 2022 | 2029 Javas
2019 2020
(output) target | target | target [ target
1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
Pengelolaan Terpenubinya ASN | Jumiah ASN Pemkot 5 10 15 0
pendidikan lanjutan | Pemkot Pangkaipinang yang
ASN Pangkaipinang yang | menenma bantuan
menenma bantuan  [baya lugas belajar
Daya tugas belajar
Fasiitas Terperuhinya ASN | Jumiah ASN yang 0 0 0 0
Pengembangan  |yang dangkat dalam |diangkat dalam
kari dalam jsbatan |jsbetan fungsional | Jabatan Fungsional
fungsional
Penilaian dan Torlaksananys Persentase Jumiah ASN yang dinilai 100, 100{ 100 100
Evaluasi Kinerja | penilaian dan pelaksanaan dan dievaiussi dibagi
Aparatur evaluasi kinerja ASN | penilaian dan ASN yang
ovaluasi kinerja ASN | dlanggarkan untuk
dinilalevaluasi dikali 100
Pelaksanaan Tespenuhinga ASN | Jumish ASN yang 3000) 3050| 3075 3075
peniaan dan yang akan dinilal (1P |akan dinila (IP ASN)
evaluas: kinera ASN) dan devaluas | dan devaluasi kinerjs
aparatur kinerja aparatur aparatur
Pengeloaan Terpenuhinya ASN | Jumish ASN yang 200 20 | 200 600
pemberan yang menenma menerima
penghargaan bagi |penghargaan penghargaan
pegaws
Pengelolaan Terlaksananya Jumiah penyelesaian 5 5 5 15
penyelesaan penyslesaian kasus  |kasus ASN yang
peianggaran dsipin| ASN yang indsipiner |incisipliner
ASN
| PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
Program terpenuhinya ASN
Pengembangan | yang mempunyal
Sumber Daya kapasitas dan
Manusia kompetons!
Persentase ASN ASN yang 6054 | 8541 7700 | 7800 | 79.00 79.00
yang mempunyal  (mempunyal kapasitas
kapasitas dan dan komptensi yang
kompetensi duduk disatu jabatan :
ASN yang
menduduk! jabatan x 100
%
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Urusan
Pemerintahan
Umum
Sertifikasl, terlaksananya Persentase ASN Jumiah ASN yang 100
Kelembagaan, sortifkasi, yang mengikut mengikuti dibagi target
Pengembangan | kelembagaan, sertifiasl, dikall 100
Kompetensi pengembangan kolembagaan,
Manajerial dan kompetens! pengembangan
Fungsional manajerial dan kompetensi

fungsional manajerial dan

fungsional

Penyelenggaraan | Terlaksananya Jumish ASN dan 150
Pengembangan  |Pangembangan CASN yang mengikuti
Kompetensi bagt | Kompetensi bagl Pengembangan
Pimpinan Daerah, |Pimpinan Daerah,  |Kompetensi,
Jabatan Pimpinan |Jabatan Pmpinan | Pendidikan Pelatihan
Tinggl, Jabatan Tingg, Jabatan kepemimpman dan
Fungsional, Fungsional, prajabatan
Kepemimpinan dan |Kepemimpnan dan
Prajabatan Prajabatan
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